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.. Beberapa  waktu . yang lalu .telah muncul isu Jakarta sebagai kota Megapolitan yang
‘merupakan sebuah konsep manajemen tata ruang. Dalam konsep itu, Jakarta dan wilayah penyanzga
~di sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Puncak, dan Cianjur berada dalam satu
manajemen tata ruang., Untuk mewujudkan konsep megapolitan tersebut itu harus dicari suata cara

diharapkan pemerintah pusat juga harus berperan untuk merancang kelembagaan dan regulasinya.
Konsep Megapolitan ini mengemuka setelah melihat perkembangan pembangunan kawasan di Jakarta
dan sekitarnya yang tidak terkendali dan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah yang
harus dipikirkan diantaranya mengenai sarana transportasi, urbanisasi, lingkungan, sarana perumahan,
dan kriminalitas,
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
1. Transportasi : :
Perlu adanya penertiban kembali pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, yakni dengan cara (a)
Tingkatkan kenyamanan pengguna; (b) Adakan peraturan tentang pembatasan kendaraan
bermotor; (c) Trans Jakarta harus dibuatkan jalur khusus sehingga tidak menambah kemacetan
yang sudah terjadi; (d) dan juga harus diperhatikan tentang pembebasan lahannya, termasuk
monore],
Urbanisasi
Masalah urbanisasi yang krusial adalah mengenai: penertiban dan penctapan syarat terhadap
penduduk pendatang; serta persyaratan tentang penyebab dan upaya penanggulangan urbanisasi.
3, Lingkungan
Masalah utama lingkungan adalah mengenai ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan air
bersih; penyebab banjir, upaya pencegahan banjir kaitannya dengan sikap untuk tidak membuang
sampah sembarangan dan upaya penghijauan; serta pengelolaan sampah dan limbah domestik,
dan ketersedian tangki septik.
4, Perumahan
Masalah utama perumahan adalah tentang kenyamanan tinggal di area kumuh dan sikap untyk
memelihara kesehatan lingkungan; ketersediaan perumahan untuk masyarakat kurang mampu;
kesediaan untuk direlokasi; perizinan pembangunan rumah dan opini tentang pemberian sangsi
pelanggaran terhadap RUTR.
5. Kriminalitas
Untuk menanggulangi masalah kriminalitas di DKI Jakarta diperlukan jalinan kerjasama antara
masyarakat dengan aparat penegak hukum Sebagai upaya pencegahan terhadap tindak kriminal
oleh masyarakat perlu dilakukan upaya dengan memberikan pelatihan dan pembinaan sehingga
dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang diharapkan akan dapat membatasi
perifaku masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal.
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agar terjadi sinergi yang efektif serta kenyamanan hidup relatif sama. Dengan konsep megapolitan
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I PENDAHULUAN ' .
o Beberapa waktu. yang lalu: telah muncul isu Jakarta sebagai kota Megapolitan
yam merupakan sebuah konsep mana_] emen tata ruang. Dalam konsep itu, Jakarta dan -
wxiayah penyangga di sekitarnya sepertl Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Puncak,

dan Czan_;ur berada dalam satu manajemen tata ruang. Sementara hak:para eksekut;f

_dan lealsiatlf di w1layah-wxlayah ilu tldak akan dikurangi.- Walaupun isu tersebut -

.ma51h dalam batas Wacana, if akarta sebagal ibu kota negara dan menjadi tempat tinggal
8._314_.107 jiwa (sumber BPS DKI Jakarta, 2006) sudah .sela_yaknya menjadi tempat
}’aﬁg nyaman. ' ' |
~.-Dalam tataran konsep, keterpaduan tata ruang dilaksanakan dalam upaya

mensinergikan Jakarta dengan daerah sekitar yang berhubungan langsung. Untuk
mewujudkan konsep megapolitan tersebut itu harus dicari suatu cara agar terjadi
sinergi yang efektif serta kenyamanan hidup relatif sama. Dengan konsep megapolitan
diharapkan pemerintah pusat juga harus berperan untuk merancang kelembagaan dan
regulasinya. Konsep Megapolitan ini mengemuka setelah mélihat perkembangan
pembangunan kawasan di Jakarta dan sekitarnya yang tidak terkendali dan
menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut antara lain adalah persoalan
lingkungan. Di kawasan Puncak yang merupakan daerah resapan air, misalnya, saat ini
banyak didirikan bangunan beton. Kondisi ini akan mengancam Jakarta terutama
dalam bentuk ancaman bahaya banjir.

Terlepas dari persoalan pro dan konira sehubungan dengan isu pencancangan
DKI Jakarta akan menjadi megapolitan seperti diuraikan di atas, jika diamati dan
dikaji secara lebih jauh mengenai kesiapan wilayah DKI Jakarta sebagai daerah pusat
dan Kota Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur sebagai daerah periferi, maka
hal tersebut dapat dinyatakan wajar dan memungkinkan. Kadin Jaya sudah siap untuk
mewujudkan Jakarta menjadi Kota Jasa dan Perdagangan yang kompetitif, yaitu
dengan telah disiapkan sedikitnya 16 progrém, untuk mewunjudkan Jakarta sebagai
kota Jasa dan Perdagangan yang Efektif, Efisien dan Kompetitif,

Enam belas program itu antara lain adalah untuk membentuk Pusat Informasi,

Komunikasi Usaha dan Perdagangan (Jakarta Marketplace-IMP), diantaranya dengan
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_ mengadakan Jakaﬂ:a Great Sale 2006, melakukan studi besar Pusat Loglstzl\ dan
: sttnbus; atau Kawasan Pusat Perdagangan, kemudtan menggelar acara pameran dan |
. seﬂunar d1 dalam ‘maupun luar negeri, yang bertujuan untuk memngkatkan kualitas
_ dan profesmnahsme SDM dunia usaha. Kadin- Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006
_]uga akan melaksanakan misi. dagang serta ‘temu ‘bisnis nasmnai dan mternasmnal
i melaksanakan Pasar Lelang Kebutuhan Pokok (Pasar Lelang Aoro), menata Pedagang
':_Kakx Lama membentuk ‘Badan “Koordinasi “Sertifikasi Profesi: (BKSP), studi dan
-pencembangan tentang Penataan dan Pemetaan Kawasan Home Industri. Program
lainnya, adalah sosialisasi pemanfaatan informasi World Development Program,
‘keselamatan dan Kesehatan kerja digedung-gedung bertingkat. sosialisasi kebijakan
‘pelakasanaan APBD Provinsi DKI, yang saat ini dirasa sangat memerlukan pelayanan
.'keéehatan di perusahaannya, serta menyusun masukan dan rekomendasi pembangunan
perckonomian di provinsi DKI Jakarta, dan melakukan promosi potensi bisnis anggota
‘Kadin Provinsi DKI.

- Dalam kaitannya dengan Jakarta sebagai tempat (yang layak dan nyaman untuk
ditinggali, maka terdapat beberapa aspek utama vang harus ditnjan untuk dikaji dan
dianalisis lebih jauh. Aspek pertama adalah masalah transportasi. Hasil survei
menunjukkan bahwa rata-rata setiap penduduk Jakarta melakukan 1,68

- perjalanan/orang/hari setara dengan lebih dari 15 juta perjalanan/hari (Arterial Road
System Development Study-ARSDS, 1985). Total panjang jalan i DKT Jakarta kurang
lebih 10% dari total panjang jalan di Jawa. Perbandingan antara panjang jalan dan
total area di wilayah DKJ Jakarta hanya 4 %, dimana idealnya untuk kota sebesar
Jakarta adalah 10-15 %. Pola jaringan jalan di wilayah DKI Jakarta secara umum
terdiri dari sistem jaringan jalan lingkar yaitu inner dan owrer ring rood yang juga
merupakan jaringan jalan arteri primer, jaringan radial yang melayani kawasan di luar
inner ring road menuju kawasan di dalam inmer ring road dan jaringan jalan berpola
grid di wilayah pusat kota. DKI Jakarta memiliki infrastruktur jalan sepanjang 7.600
km, atau sekitar 7 % dari luas wilayah kota. Tingkat motorisasi vang terus meningkat
Juga mengidentifikasikan diperlukannya supply sistem transportasi untuk menampung

pertumbuhan lalu-lintas.
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-sedang dan sebag;an Dbesar. kota kecil ‘lainnya, dencan total » penduduk perkotaan .-
_sebesax 90 juta jiwa (42% 1 darx _;umiah pendudul\ lndonema) Ixaraktez istik transportasi
perkotaan mer upakan per gerakan jarak pendek dan maksud per_]alanan dapa‘i lebih dau _ _:
_satu Model yang. dwunakan yaitu: - transportas; _]aian Jalan rel, tr ansportas; air,
_transportam udara Tipe dan Jems Kendaraan d1 kota ada ah sebaoa: berikut (Sumber
 Dishub DKI): 5t & Prig

a, y Ba_] al, bemo toyoko (trzcycle pada umumnya memakax mesin 2 Tak).

b. Sedan, jeep, taksi dan sejenisnya (Termasuk yang berbahan bakar Diesel).

- Mikrolet, APK, APB, KWK (juga terdapat small car -1000cc capacity machine).

Metromini dan sejenisnya (berbahan bakar Diesel).

IS -o

e. - Bus besar.

h

Pick up, box kecil (untuk angkutan barang dalam kota).
g. Truk sedang, besar, gandeng, peti kemas.
h. .Sepeda motor (status kepemilikan pribadi dan dinas).

Dari 10 kota metropolitan, hanya 6 Kota yang sudah menggunakan kendaraan
dengan . kapasitas besar (bus besar dan bus sedang) scbagai angkutan umum
perkotaannya, sedangkan selebihnya masih menggunakan kendaraan berkapasitas
kecil (MPU). Hal yang sama juga berlaku di kota-kota besar, sedang dan kecil dimana
angkutan umum yang ada didominasi oleh kendaraan berkapasitas kecil.

Aspek  kedua adaiah permasalahan wurbanisasi. Persoalan urbanisasi
merupakan persoalan umum vang tak mungkin bisa dicegah. Namun perkembangan
pada tahun-tahun belakangan ini menunjukkan kecenderungan yang lebih
memprihatinkan. Kota-kota merasa tidak siap menerima arus masuknya penduduk
yang umumnya tidak memiliki ketrampilan yang memadai, sehingga mereka bekerja
secara tidak layak dan memperoleh penghasiian rendah serta tidak bisa mencukupi
kebutuhan hidup di kota yang relatif lebih méhai dibandingkan di pedesaai.

Membanjirnyz penduduk ke kota yang tidak dibekali dengan ketrampilan yang
memadai, menimbulkan jumlah penduduk miskin di kota membengkak dengan cepat.

Pelayanan di kota merosot tajam, tumbuhnya pemukiman kumuh dan banyak
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- penduduk-kota yang mencari penghasilan dengan kegiatan yang tidak manusiawi:

Mefosdtiah'mutukehidupan kota. Lalu timbul pertanyaan “apakah kota-kota masili

-'.merupakan magnit atau daya tarik yang memberikan harapan?”. Selain “persoalan

pemuhman kumuh, kekurangan pelayanan perkotaan, tingginya angka kemiskinan

- dan bumknya mutu lingkungan, masyarakat kota Juga mendapatkan ancaman baru
'yang tldah dlperklrakan sebelumnya. Sebuah ‘kehancoran pemukiman - dan seluruh

| send; kehidupan masyarakat ‘terutama masyarakat yang tak berdaya’ baﬂ{ secara
ekonomi maupun politik. Ancaman ini disebabkan oleh kelakuan alam dan kekeliruan
fatal yang dilakukan sekelompok manusia dalam pengelolaan sumber daya alam.

Aspek ketiga adalah aspek lingkungan. Sekitar 22% penduduk Indonesia
belum mempunyai jamban. Penggunaan sarana pengolah limbah tinja dengan tangki
septik juga rendah, hanya 40% di perkotaan dan 20% di perdesaan. Selain itu Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di berbagai kota banyak yang tidak berfungsi. Ada
beberapa hal penyebabnya yaitu akses dan kualitas pengelolaan yang rendah,
ke!embagaan yang belom efektif termasuk belum lengkapnya perangkat perundang-
undangan yang ada, terbatasnya kapasitas pendanaan pembangunan di daerah, serta
rendahnya peran serta masyarakat dan swasta.

Saat ini diprediksi, Indonesia memproduksi 5,6 juta ton tinja per hari yang
sebagian besar pembuangan masih dilakukan ke sungai atau mempergunakan sumur
galian yang tidak memenuhi persyaratan sehingga mencemari air tanah yang
mengakibatkan 13 ribu balita terkena diare setiap harinya. Berdasar penelitian, cara
pembuangan yang salah mengakibatkan pencemaran air tanah telah berada di atas
ambang kritis khususnya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Di Yogyvakarta, dan
Jawa Timur. Indonesia yang telah terikat kesepakatan global untuk mencapai
Millenium Development Goals (MDG’s) pada 2015 berkewajiban dapat mengakses
ketersedian air dan sanitasi 50% dari total jumlah penduduk. Tantangan lainnya falah
belum adanya perangkat hukum. Peraturan hingga tahapan Norma Standar Panduan
dan Manual (NSPM) dibutuhkan agar dapat digunakan masyarakat dan pemerintah

daerah untuk dilaksanakan sesuai standar kesehatan lingkungan.
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- Permasalahan. lingkungan - lamnya adalah -mengenai. Sumber Daya Air
(ketersedxaan -air, baku) ‘Memasuki- Hari ‘Air. Sedunia 2006, Indonesia menghadapi
krls:ls axr bers1h Swastanisasi dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap air,
dlang ap sebuah upaya untuk-melestarikan air dan memperpan_]ang daya gunanya.
Se_]umlah kota besar- di Indonesm meHOhadapx knsw air baku atau. air bersih dalam
beberapa tahun mendatang Kota-kota besar . ity diantaranya -Jakarta, Bandung, _'
-.S___e_m_arang,;S_u;ab_ayg_, Dc_:ppasgr, M___e:d_an, Mak_a_xss_ar,-___c_lan__Bathapan. Krisis air bersih di
perkotaan hn:w_umﬁya berbentuk tercemamyé.sungainsungai oleh fimbah rumah tangga
dan industri. Padahal air sungai itu dijadikan bahan baku pengolahan air kotor oleh
Perusahaan Air Minum (PAM) menjadi air bersih. Semakin tercemar air baku yang
ada, semakin.mahal biaya pengolahannya. Situasi ini memaksa masyarakat membayar
lebih mahal air bersih yang mereka gunakan. Padahal air bersih merupakan salah satu
kebutuhan dasar warga dalam kehidupan sehari-sehari, bahkan diakui sebagai hak
asasi manusia yang harus dipenohi oleh negara. Kendala utama dalam pemenuhan
kebutuhan air di daerah rawan kekeringan atau sulit air adalah langkanya sumber-
sumber air. -bersih yang bisa diakses dan terbatasnya dana masyarakat untuk
membangun dan memelihara sumber air yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan air
bersih masyarakat umumnya mengandalkan sumber air alam seperti sungai, danau,
atau tandon air hujan. Masalahnya warga yang tinggal jauh dari sumber air, kesulitan
memperoleh air untuk kebutohan minum, mandi, mencuci, dan untuk irigasi pertanian,
terutama pada musim kemarau. Di perkotaan, warga mengandatkan suplai air dari
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Di sejumlah wilayah vang secara
“tradisional” kering, kesulitan air acapkali disertai bencana kekeringan yang parah.
Dalam situasi itu biasanya orang baru sadar pentingnya membangun dan memeiihara
sumber air yang berjangka panjang.

Ada tiga isu utama berkaitan dengan jasa penyediaan air bersih oleh
Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) yaitu kualitas air, konflik
kepentingan (misalnya antara unsur pemda dengan pengelola swasta), dan masalah
kebijakan. Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2005, masyarakat

boleh ikut mengelola air. PDAM tidak lagi memonopoli pengelolaan air. Tetapi sangat
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s jarang masyarakat memperhatikan peraturan éeperti itu, selain ‘pada- umﬁmnya lebi.h-

: senang d;layam Leblh ianjut masalah penyediaan air di tiap daerah memanc berbeda.
Mengka_;l tentang ‘mahalnya air minum bagi masyarakat hal ini disebabkan

Pembangunan Sistem ‘Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan selama sepuluh

_'tahun ternyata: tidak mampu mengunbanm pesatnya pertumbuhan penduduk juga

' .belum blsa memenuhl standar kual;tas air minum Ini dlsebabkan kontammasz pada

s _mstalasx p1pa air, sehmgga kuahtas -air mmum yang- d:terlma Lonsumen sudah

'menurun Kesuhtan Jain yang dlhadapz saat ini adalah tingginya angka kehxlangan air
akibat pencurian dan kebocoran yaitu mencapai 37 persen.

-+ Berkaitan dengan mahalnya air minum tersebui, PDAM sebagai operator
penyedia air minum juga belum menetapkan tarif secara penuh- kepada pelanggan.
Tarif rata-rata yang ditetapkan bahkan tidak mampu menutupi biaya dasar untuk
memproduksi air minum. Selain itu banyak PDAM menghadapi utang jangka panjang
sehingga tidak mampu memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan.

Aspek lingkungan lainnya adalah masalah banjir. Pembangunan rumah-
rumah di pinggiran sungai sedikit demi sedikit menyebabkan lebar sungai makin
mengeeil - dari lebar 75 meter menjadi 35 meter. Padahal menurut Peraturan
Pemerintah mengenai sungai, pada bantaran sungai harus dibangun tanggul yang
berfungsi menahan dan ada garis sepadan sehingga pembangunan rumah di bantaran
sungai dilarang. Mengenai banjir besar yang melanda Jakarta beberapa waktu yang
lalu, Siswoko, Dirjen Sumber Daya Air, menjelaskan bahwa banjir yang ﬁzrjadi di
Jakarta bukan disebabkan oleh banjir kiriman akibat pembukaan pintu air Katulampa
Bogor seperti berita yang beredar di masyarakat. Pintu Air Katulampa tidak memiliki
sistem buka tutup, pintu air tersebut hanya berupa bendungan yang digunakan untuk
memantan dan mengukur debit air yang mengalir. Siswoko mengharapkan adanya
pemahaman yang sama tentang banjir ini. Salah satu penyebab banjir adalah 40% dari
65 ribu hektare wilayah di Jakarta berada di dataran rendah dan sifat alami air adalah
mengalir ke daratan yang lebih rendah. Disamping itu banyaknya bangunan yang

berada di bantaran sungai yang memang merupakan daerah dataran banjir. (Kutipan
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-Pemlmpm Induk Peiaksana Keoxatan Pengembangan Wliayah Sunga; Ciliwung- :

C;sadane (IPK-PWSCC), Pitoyo Subandrio).

Masalah 1morkuncan Iamnya acialah masaiah pengeiohan sampah. Dirasakan .

_ hmgga saat int penancanan sampah di: hamp;r seluruh waayah Indonesia tergolong

maSih primmf Yakm dikelola dengan cara open dumpmg (pembuancan terbul\a) o |
- ._-.Dzmana sampah dlangkut darl sumbemya ]aiu chbuang dan dmmbun becxtu sa_;a

Walaupun pada awalnya banyak tempat pembuangan akhir: (TPA) yang chdesaxn;

: dengan baik. ’V,{engamati TPA Bantar Gebang, TPA tersebut bukanlah sebagai sistem
pengelolaan sampah terpadu, melainkan tempat pembuangan sampah gabungan yang
terdiri -dari. -beberapa daerah. Dan sekali lagi..dapat dinyatekan bahwa sistem
pe_ngeiolaannya masih primitif. Hal ini disebabkan dana uniuk pengoperasian sampah
sangat- minim. ‘Padahal sistem pembiayaan- atau investasi untuk pengelolaan
persampahan tidak harus selalu bergantung kepada sumber dana pemerintah yang
sangat terbatas, tetapi banyak sumber dana dari masyarakat dan swasta yang bisa
dimobilisasi. Peraturan yang mendukung kerjasama pemda dengan badan usaha dalam
penyediaan - infrastruktur telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 67 tahun
2005 serta peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
badan lavanan umum. Sekarang yang dibutuhkan political will pemerintah, Khususnya
pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Peningkatan jumliah penduduk dan gaya hidup masyarakat berpengaruh besar
pada volume sampah. Jakarta misalnya, pada 1985 menghasilkan sampah sejumlah
18.500 m3 per hari dan pada 2000 meningkat menjadi 25.700 m3 per hari dan pada
2005 diperkirakan mencapai 40.000 m2 per hari. Jika dibitung dalam setahun, volume
sampah tahun 2000 mencapai 170 kali besar Candi Borobudur (volume Candi
Borobudur = 55.000 m3). Hingga kini warga ibukota ini per harinya menghasilkan
sekitar 8.000 ton sampah, dan 65% di antaranya merupakan sampah organik seperti
daun, sisa dapur, sisa makanan yang menimbulkan bau tidak sedap. Masalah sampah
di perkotaan seperti Jakarta ini sangat pelik. Sebugai contoh produksi sampah rumah
tangga. Mengutip data Indonesia Solid Waste Association (InSWA), sampah rumah

tangga mencapai 23.687m3 sampzh atau sckitar 6.000 ton sampah. Sampah ini
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sebaman besax berupa sampah organik 80% dan sampah non-organik 20%. In SWA L

_ mencatat sedikitnya 3,94% atau 1.012 m3 per hari sampah di Jakarta be]um terangkut

Persoafan makm kompleks karena sampah juga ternyata ada di daiam sungai,
' "Dx Jakarta m:salnya setiap hari dikeruk 900 meter3 sampah dari 13 sungai. Bila
| pemermtah daerah lalai terhadap pengerukan sungai—akibat pembuanoan sampahw—
:akxbatnya akan dxrasakan Sampah akan mengendap di dasar, sungai hmg a menutup
o permui\aan axr Deblt alr sunﬁaf ’tergan gou, banjxr pun ta!\ terelakkan saat men_;elang
musun hu_)an dencan curah yang semakin meningkat. Ada aneka faktor yang menjadi
penyebabnya Antara lain karena penanganan sampah tidak pernali menjadi prioritas
Pemprov ~DKI  Jakarta, - kurangnya - prasarana dan sarana, minimnya anggaran,
keterbatasan ‘lahan, pembuangan ‘masih  bersifat open dumping, dan kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap produksi sampah, termasuk paradigma membuang
sampah menjadi mengelola sampah.

-+ Selanjutnya aspek keempat adalah permasalahan ketersediaan pemukiman
(sarana perumahan) yang layak. Pemukiman di perkotaan harus memenuhi kebutuhan
dasar ‘seperti - air -minum, sanitasi, drainase dan infrastrukiur dasar lainnya.
Pembangunan infrastruktur itu bisa dimulai dari skala lingkungan kecil seperti
keluarga dan lingkungan. Faktor manusia merupakan hal penting dalam menata
kualitas pemukiman kumuh di perkotaan. Selain sebagai pencipta kekumuhan, mereka
Juga bisa mengatasi kekumuhan tersebut. Konsep People Center Development (PCD)
perlu diterapkan dalam menata pemukiman kumuh. Konsep PCD dimaksud adalah
menjadikan rakyat sebagai subyek, sebagai obyek dan juga sumber daya.

Menteri Negara Perumahan Rakyat, M Yusuf Ashari mengatakan, untuk
menata kesemrawutan pemukiman di perkotaan yang discbabkan oleh semakin
banyaknya populasi, pemerintah secara bertahap akan membangun social housing
antara lain dengan membangun rumah susun sewa (rusunawa) 20 lantai di beberapa
kota besar dan metro. Sudah saafnya pola pembangunan pemukiman di perkotaan
berubah dari landing house ke bangunan vertikal. Selain dapat menampung banyak
orang dengan lahan sedikit mungkin, msunawa juga bisa menghemat jalur

transportasi, dan infrastruktur lainnya. Selain itn, sejak 2003 hingga sekarang,
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5 Bagmmana penseps; masyaral\at 1erhadap permasalahan krimmalxtas dz DKI. -
. Jakarta?. | ' |

6._-.:.:_;-Banannana upaya penanggulangan pada pes‘masaiahannpermasalahan tranSportam '

----'3:-.':urbamsa51 lmgkuragan perumahan knnnuahtas dau d1 DKI Jakarta‘? i

AL TINJAUAN PUS’I‘AKA U
.2 1. PDNGERHAN PERKOTAAN

Besaran muatan Kawasan Perkotaan berbeda atas dasar tuntutan funwm dan

peran kawasan perkotaan tersebut sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan
Wilayah, ~dan Pusat Kegiatan Lokal -Bentuk;pengémbangan Kawasan Perkotaan
dibedakan :dalam - keterkaitannya - antara besaran muatan yang dituntut bagi
pengembangan - kawasan - dengan cakupan wilayah secara administratif, sehingga
dikenal bentuk-bentuk Kawasan Perkotaan yang berupa kota metropolitan atau yang.
Tebih besar berupa megapolitan, dan Kawasan Perkotaan yang lebih kecil daripadanya
seperti kota besar, sedang, dan kecil.

“Besarnya muatan fungsi perkotaan dibutubkan unfuk pengembangan yang
berbeda :sesuai: dengan - klasifikasi perkotaan, maupun bagi kebutuhan
pengembangannya (acuan umum pengembangan, acuan pelaksanaan pembangunan
melalui pemberian ijin lokasi, acuan pelaksanaan pembangunan melalui pemberian
ijin bangunan).

Kawasan Perkotaan; yang merupakan sistem perkotaan antar propinsi seperti
pusat kegiatan nasional, vang wilayah kawasan perkotaannya melebihi batas

administrasi kota maupun kabupaten, bahkan batas administrasi propinsi;

membutuhkan pengaturan sistern kota-kota melalui pengembangan fungsi dan peran

masing-masing kota dalam satuan wilayah perkotaannya. Pengaturan struktur

pemanfaatan ruang pada bentuk kawasan perkotaan ini lebih diutamakan dari
pengaturan pola pemanfaatan ruangnya. '

Bentuk kawasan perkotaan yang membutubkan pengaturan sebagaimana
tersebut di atas, dapat merupakan metropolitan (2 | juta jiwa) maupun megapoliian (2

10 jute jiwa).
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Metropolitan atau metropolis, merupakan istilah yang berasal dari bahaka
Yunani_Kun_o yang berarti ibukota suatu negara; kota yang menjadi pusat kegiatan
. tertentu baik pemerintahan Mmaupun perekonomian, suatu Kota besar yang penting
.(Kanms Tata Ruang, IAP & Cipta Karya, 1997). Istilah metropolis juga digunakan
oleh orang Yunani yang berarti mother city/kota induk ... “to denote the central city

na melropolitafr area” (Urban Sociology, Egon Ernest Bergel, 19535, hal. 121- 131).

' _._.'Secara statlsﬂk Larry S, Boume (Jnternal - Structure iof “The “City, hal. 50)

mengmdikasﬂ\an dalam suatu definisi bagi istilah metropolitan yang dikategorikan
dalam dua pertimbangan utama:
UFirst, a city or cities of specified population fo constitute the central city and

1o define the county in which it is located as the central county; and secand, econoniic
and - social  relationships with contiguous counties which are metropolitan  in
character, so that the periphery of the specific metropolitan area may be determined”.
2.2. PENGERTIAN KOTA METROPOLITAN

Pengertian umum tentang kota metropolitan diindikasikan dengan jumlah
penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Hal tersebut sesungguhnya merupakan simplifikasi
dari beberapa variabel yang merupakan faktor-faktor pembentuk kota metropolitan.
Istilah metropolitan berasal dari kata “metro” yang mengambil dari sistem “perkereta-
apian ringan” (/ight train system) di wilayah perkotaan. Kebutuhan sistem transportasi
perkotaan tersebut adalah akibat dari pertumbuhan kota dimana sistem “commuter”
| penduduk perkotaan sudah terjadi (dari kota-kota “dormitory” ke kota induknya).
“The metropolitan area is created by combining those counties which are regrated
In terms of commuting with the central city and the county in which it lies.” (Larry S.
Bourne, 1971, hal. 15). Kondisi tersebut terjadi pada kota yang telah mencapai
penduduk lebih dari 1 juta jiwa dimana sistem metro/kereta api bawah tanah/subway
mulai diperkenalken untuk melancarkan pergerakan penduduk dalam melakukan
kegiatan sehari-hari (bekerja, belanja, d1i).
2.3. PENGERTIAN KOTA MEGAPOLITAN

Megalopolitan atau megalopolis; merupakan nama vang diberikan kepada

sistem: kota yang bersifat kompleks, merupakan kota besar dan berpenduduk berjuta-

Jurnal Kajian limiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 2 tahun 2008 788




p?}ﬁ?fiﬂtﬂ]} telah memberi subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam
kap;{"_:m_i}:i_l_(an.yumah.__-_:_U_n_f._uk"'_mésy.ér_a}»_:_at_;-p_e;péngijasjlani di:bawah Rp 800 ribu akan .
di%?bé_i.di_._se.besar_- Rp 9 juta, berpenghasilan antara Rp 800 ribu sampai Rp 1,4 juta -
-disubsidi Rp.7 juta.dan yang berpengllasilan di atas Rp 1, 4 juta hingga Rp 2 juta akan:
disubsidi Rp 5 Juta Subsudi diber;kan kepada mereka yancr akan rnembelj rumah-
: ':Pm&ma Rt e naditen

| Dan ura;an mengenax masalah perumahan tersebut masyarakat harus menjadi::
subyek dalam. pembangunan penataan pemukiman di. perkotaan Masyarakat juga
merupakan . sumber daya. yang memiliki potensi kemandirian, -pendidikan dan.
ekonomi. Selama ini masih sulit mencegah gerakan penduduk dari desa ke kota karena
alasan untuk mencari ;penghidupan yang lebih baik di kota. Harus ada penyebaran
penduduk yang merata, tidak -hanya di Jakarta, melainkan juga di 400 kota di
Indonesia lainnya. Reformasi pembangunan perkotaan ditentukan oleh dua hal, yaitu
reforinasi . desentralisasi dan reformasi demokratisasi. Di era desentralisasi saat ini,
pembangunan perkotaaﬁ menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
Sementara reformasi demokratisasi menekankan partisipasi masyarakat, perubahan
bukan lagi monopoli pemerintah.

Aspek  kelima adalah mengenai kriminalitas di Jakarta. Upaya untuk
meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas hendaknya
ditandai dengan meningkatnya kemampuan aparat keamanan dalam menindak,
mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas.
Keberhasilan yang ingin dicapai dalam membongkar tindak kejahatan menunjukkan
bahwa adanya peningkatan profesionalitas aparat keamanan. Namun demikian tidak
dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala
seperti terjadinya penyimpangan profesi aparat keamanan, sikap kritis masyarakat
yang kurang dilandasi oleh pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, serta perilaku
primordial masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menerima pevbedaan baik etnis,
agama maupun keyakinan menyebabkan tingkat kriminalitas di Jakarta cukup tinggi

Hal lain yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas adalah mengenai

pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik relatif belum mampu mendukung
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- pemngkatan kesejahteraan rakyat. Kese_]ahteraan yang tidak merata tersebut men;a@ ol

: salah satu penyebab masxh tmcrgmya tmgl\at gangguan keamanan, ketertlban dan“‘_-- EREE

:knmmahtas Kondm yang dltandaa dengan tmggmya tingkat pengang ouran berpotensi ) B

menc;ptakan masaiah-masaiah sos;ai termasuk kr;mmahtas serta ganwuan keamanan '

o dan keteitlban masyarakat suhtnya 1apangan kerja serta daya beli masyarakat yancr B

rrendah menjadxkan sebaglan masyarakat seakan terjebak dalam . dua p;hhan yaitu SN

bertahan untuk h1dup secara lurus atau secara meny;mpang (bertmdak krnmna})

= Aksz-aks: krlmmahtas sait - ni sudah menjadi kekhawatiran umum.
Masyérakat bahkan ‘merasa kondisi kota tempat tinggalnya sekarang semakm tidak
aman. Kriminalitas {crime) adalah suatu perbuatan melanggar hukum, merupakan isu
yang meresahkan masyarakat. Hal yang mengkhawatirkan adalah mengenai kejahatan
jalanan “(crime * streef) dimana memperlihatkan kecenderungan meningkat dan
perlakuan para penjahat terhadap korbannya semakin sadis.

“ Data dari Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tahun 2006, menyebutkan
bahwa angka kriminalitas di DKI jakarta meningkat 5,5 persen dari tahun 2005
angkanya 58.027, menjadi 61.080 kasus. Kebanyakan adalah kasus penyalagunaan
narkotika dan obat-obatan terlarang. Peningkatan tersebut juga ‘berarti resiko
masyarakat untuk terkena kejahatan juga meningkat. Setiap 100 ribu penduduk, ada
307 masyarakat yang mengalami tindak kejahatan. "Meningkat 6,8 persen, tahun 2005
lalu rasionya 292 per 100 ribu penduduk (Kapolda Metro Jaya: Adang Firman
hitp://www.tempointeraktif.com/hg/iakarta/2006/12/28/brk 20061228-901 78.id.html,
dikutip tanggal 10 Juli 2007)

1. 2. PERMASALAHAN
I. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap permasalahan transportasi “di- DKI

Jakarta ?

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap permasaiahan urbanisasi di DK Jakarta?

3. Bagaimana persepsi masy&rékat terhadap permasalahan lingkungan di DK
Jakarta?

4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap permasalahan fasilitas perumahan di
DXKI1 Jakarta 7
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_;uta yano terdm atas. banyak metropoi;s (Kamus Tata .Ruang, IAP-& Cipta Karya, _ 

o 1997) Hal tersebut d1tekankan oieh Larry S. Bourne, (Internal Structure of: The City,

- hal. 15) bahwa:: rhe metropolztan areas may extend as much as hundred miles in. all -

.:_dl_re:ctzons bem-ond the oute: Izmzts of the built up or developed urban area’.

S M’ecraczly, dmrlkan .dengan ukuran - dan kepadatan -yang -tinggl, - tekanan
. pelayanan Imekungan yang besar, tlnggmya ahran iaiu lintas dan: kamacetan {uasnya
kawasan kumuh mlax tanah yang tmgg; beraganmya instansi yang terlibat daiam_
proses pembangunan dan Lapa51tas pengembangannya tinggi. Kota inti mempunyai
besaran lebih dari 10 juta jiwa (The World Bank, 1996). .
2.4, TRANSPORTASI JALAN _

' Tragsportaﬁi ..jalan selama ini m_empunyai peran yang sangat penting dan

strategis dalam memperlanear roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa serta .mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.
Pentingnya transportasi jalan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa
.anékutan jalan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air,
_bahkan dari dan keluar negeri. Di samping itu, transportasi jalan juga berperan
'sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi perfumbuhan daerah, dalam upaya
.peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan (bus, truk dan mobil
penumpang) dengan perkembangan pembangunan jalan, maka nampak rasio jumlah
kendaraan dengan panjang jalan (kendaraan per km) setiap tahun menunjukkan
peningkatan yang semula 12,09 kendaraan/km pada tahun 1997 menjadi 17,44
kendaraan/km pada tahun 2000 dan 37,40 kendaraan/ km pada tahun 2005. Hal ini
mengindikasikan tingkat kejenuhan yang berakibat memburuknya pelayanan jalan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, telah
ditetapkan ruas-ruas jalan menurut peranannya sebagaimana Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor: 375/KPTS/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang
Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut peranannya sebagai
jalan arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3. Dalam ketetapan

tersebut, jalan di wilavah Indonesia meliputi jalan arteri sepanjang 16.833,79
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-k:lometm _]alan kc)lei\tor 1 sepanjang 17.795,04 kilometer, jalan koiektor 2 sepanjanrr

'--36 299 ;837 kilometer clan _]alan Rolektor 3 sepan_jaﬂg 3, 825 ;19 kilometer. Sedanokan
B -menm ut i\ewenanvannya panjang jalan di Indonesia“ sepanjang 268.032 km dengan

'uncxan jalan nasmnal 34 628, 83 km, jalan propinsi 40.125, 02 km, jalan kabupaten .
= 166 516 15km Jaian kotamadya 26. 102 00 km dan 3aian toll 660 km |

s 2: 5 URBANISASI

B Substansz tentang urbamsa51 yaitu proses modermsas; wxiayah desa ‘menjadi

'}\ota sebaoraz dampak dari tmgkat keurbanan (kekotaan) dalam suatu wilayah (region)
atau negara. Konsekuensinya adalah ter_;adi perpindahan penduduk (dengan aktifitas
ekonominya) secara individu atau kelompok yang berasal dari desa ménuju kota atau

~ daerah’ hinterland lainnya. Hal ini perlu dibedakan dengan pengertian tingkat

“pertumbuban kota (wrban growth) yang diartikan sebagai laju (rate) kenaikan
penduduk kota, baik skala mandiri maupun kebersamaan secara nasional.

‘Ukuran tingkat keurbanan, biasanya dalam konteks kependudukan yaitu
~dengan ‘'memproporsikan antara jumlah penduduk  perkotaan terhadap jumlah
‘penduduk nasional. Tetapi masalah urbanisasi tidak harus diinterpretasikan dalam
konteks kependudukan semata, kenyataannya harus mencakup dimensi perkembangan
dan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, bahkan lebih jauh mencakup pula aspek
budaya dan politik. Pada intinya dalam aspek kegiatan ekonomi, pengertian urbanisasi
merupakan substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio-ekonomi
masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa (Tommy Firman, 1996)

Rumusan beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi terjadinya
proses keurbanan, antara lain :

1. Ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara desa dengan perkotaan:
2. Peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di daerah perkotaan

dibandingkan dengan daerah perdesaan,

(%]

Terjadinya pola perubahan minat tentang lapangan pekerjaan dari pertanian ke

industri, utamanya bagi penduduk usia kerja di perdesaan.
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4, Lebih majunya. teknologi dan . infrastruktur ‘prasarana - transportasi, '-'séhingga
. memudahkan ter_jadiuya mobilitas penduduk baik yang permanen atau yang ulang

Loralik s _ .

5. Keheradaan fasilitas peri\otaan yang - lebih- menjanjikan, - utamanya - aspek

e pendadxhan kesehataﬁ pmiwlsata dan aspeh sosxal lainnya. -

Beberapa rumusan tersebut, dinamikanya lebih banyak. terjadl di w;iayah Jawa. .

dibandmokan -di luar; Jawa Di..bawah ini - d;seﬁakan olahan " data Pebacm dtmens:
tingkat keurbanan secara nasional, wilayah fawa dan wilayah luar Jawa.

Dengan sistem kepemerintahan otoda UU nomor 22/1999, semua kebijakan
pusat termasuk kebijakan penyelenggaraan ketransmigrasian (dengan ‘mengacu
beberapa penyesuaian dari UU nomor 15/1997) hendaknya memfokus pada kebutuhan
daerah dengan mengedepankan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakatnya.

Kebijakan ke depan yang mendesak dalam konteks urbanisasi berbasis
mobilitas pendudok dan transmigrasi, sesuai dengan arah dan kebijakan transmigrasi
2004-2009 oleh Pusat Litbang Ketransmigrasian dalam rangka turut serta
memecahkan problematik nasional dan regional, yaitu dengan :

Menurunkan angka kemiskinan.

Mengatasi pengangguran.

Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumberdaya Manusia.
Meningkatkan infrastruktur pemukiman.

Meningkatkan daya saing.

Meningkatkan kualitas lingkungan.

A e

Meningkatkan penyediaan pangan.

Dalam implementasi arah dan kebijakan transmigrasi tersebut, secara prediktif
telah terangkum berdasarkan kondisi yang obyektif dan merupakan penjabaran dari
misi dan visi transmigrasi. Visi penyeieﬁggaraan transmigrasi ke depan yaitu :
‘Membentuk Masyarakat Sejahtera Melalui Pemanfaatan Ruang dan Perpindahan

Penduduk Secara Menetap'. Sedangkan misi transmigrasi, dijabarkan sebagaimana :
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) e o _Memnckaﬂ\an kesejahteraan ‘rakyat meialul penyediaan ;}e!uanc kerja dan
'-}\esempatan berusaha :
2. -Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan ber pmdah secara
: 'menetap guna peningkatan kesejahteraan. :
3. Menorakselerasa}\an pcmbangunan daerah untuk mencapax " keseimbangan
. :-.'_:-._'-pembangunan antar daerah. - . i 3
L 4. :'_'Membentuk }\omumtas baru yang sejahtera dengan mterahs: sosmI budaya yang
o bersendi persatuan dan kesatuan. N
2.:6,: LINGKUNGAN -
1. Sumber Daya Air . -

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
dan Pencemaran Air disebutkan bahwa pengertian air adalah semua air yang
terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan
tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air vang terdapat di bawah
-permukaan tanah dan  air laut. Pencemaran air adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air
oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang
menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya.

Pengendalian adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau
pemulihan. Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang
adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya. Beban
pencernaran adalah jumlah suaty parameter pencemaran yang terkandung dalam
sejumlah air atau limbah.

Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air
menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air
sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.
Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang
ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan

tertentu.Lebih Janjut menurut Peraturan Pemerintah di atas disebutkan bahwa
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.' ---"5.:.:baku au mmum Go!onoan C A1r yang dapat dtounakan untuk kepeiluan |

- .;_gpembangklt hstrik tenaga air:.
2. - Kuahtas Udara

- Kualitas udara perkotaan da Indonesia menun_]uki\an I\ecenderunwan
-3--Ine;1uru1_1_ dalam dua-dekade terakhir. Ekonomi kota yang tumbuh yang ditandai -

- dengan laju urbanisasi yang tinggi telah mendorong péningkatan kebutuhan energi

- yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya buangan sisa energi. Aktivitas

| transportasi; ‘industri, ‘jasa, dan Keglatan lainnya yang meningkat, telah pula
..meningkatkan -buangan sisa kegiatan-kegiatan tersebut ke udara. Jika tidak
- dikendalikan, buangan-buangan ke udara akan terus bertambah sedemikian rupa
-sehingga kadar za-zat yang dikandung didalamnya dapat melebihi ambang batas
aman yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian epidemiologi; dalam kondisi
tersebut udara dinyatakan tefah tercemar. Pencemaran udara telah menimbulkan
kerugian ekonomi yang besar. Sedikitnya Rp. 3,8 triliun per tahun adalah estimasi

. angka kerugian yang dibebankan pada ekonomi kota sebagai biaya kesehatan
pencemaran udara di DKI Jakarta (Suhadi, 2006). Angka kerugian akan semakin
‘besar -jika upaya-upaya untuk menanganl pencemaran tidak segera dilakukan.
Menyadari kondisi ini, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah
Daerah empat Kota (Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang) dan satu
Provinsi (DKI Jakarta) untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara
perkotaan di dalam kerangka Program Peningkatan Kualitas Udara Perkotaan atau

Urban Air Quality Improvement Sector Déveiopment Program (UAQ-ISDP).

Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara merupakan faktor yang
secara tidak langsung bertanggungjawab terhadap terjadinya pencemaran udara.

Banyak faktor vang dapat menyebabkan pencemaran udara secara tidak langsung,
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: -:';.:-'_;_'penfroiahan ter lebih dahulu Golongan B Alr- yang dapat dtcunakan sebagal air -
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- namun faktor-faktor yang memiliki pengaruh sangat dominan diantaranya adaiéh

__:..;ﬁertu_:nbuh_an penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi yang meningkatkan

pérm_int_aan akan transportasi, pengembangan tata ruang yang tidak seimbang yang

o -ﬁa_éningkatkan Jarak tempuh, tendensi perubahan gaya hidup yang disebabkan oleh

;p_er_t_umbuhan -ekonomi, konsumsi energi dan ketergantungan terhadap ‘minyak,
y ;_::'_-_s.'_t_a;"_t_:a_';el_id_ahnya tingkat kesadaran lingkungan hidup. .

‘Dalam kaitan rencana program pengurangan penyebab pencemaran ‘udara,

secara rinci dijabarkan menjadi :
. Pertumbuhan  penduduk dan laju urbanisasi yvang tinggi Pertumbuhan
+ penduduk dan laju urbanisasi yang tinggi merupakan faktor-faktor penryebab
- -pencemaran udara yang penting di perkotaan. Pertumbuhan penduduk dan

. urbanisasi mendorong pengembangan wilayah perkotaan yang semakin

melebar ke daerah pinggiran kota/daerah penyangga. Mobilitas penduduik dan

permintaan transportasi semakin meningkat, Jarak dan waktu tempuh
-perjalanan sehari-hari semakin bertambah karena antara tempat tinggal dan
~tempat kerja atau aktivitas lainnya semakin jauh, dan kepadatan lalu lintas
* menyebabkan waktu tempuh semakin lama.

b.  Pertumbuhan ekonomi di perkotaan dapat mempengaruhi gaya hidup
masyarakat kota yang akan menyebabkan konsumsi energi - semakin
meningkat. Ketergantungan pada minyak bumi sebagai sumber utama energi
dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat bahwa daya dukung lingkungan
di perkotaan semakin terbatas untuk menampung limbah dari masyarakat kota
ikut menjadi faktor pendukung terjadinya pencemaran udara.

3. Limbah dan Sampak
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik
industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu saat dan
tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai
ckonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia
organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran

limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan
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" ‘manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah; Tingkat babaya
8 keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik.

- limbah. (http://id wikipedia org/wiki/Kriminal, diakses tanggal 10 Juli 2007).

. Sampah adalah sisa usaha dan atau kegiatan yang berujud padat atau semi padat

berupa zat organik dan atau anorganik bers;fat dapat teiural maupun tidak ‘dapat

_:;;._:'.:.:_;__tmmax yang dlanggap sudah tidak berguna Iag1 dan d1buanGF ke hngkunvan

:.: '(http fhd w;k:pedia org/wﬂq/{{mmnal daakses tanggai 10 Juh 2007)

._-_Banjxr Al i N \ :

Banjir atau bah atau air bah adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang
‘biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena
peluapan air yang. berlebihan .di suatu tempat akibat hujaxa ‘besar, peluapan air
. -sungai, atau pecahnya bendungan sungai. (Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia

.- bebas berbahasa Indonesia, 19 Juni 2007).

2.7. PERUMAHAN -

Pengertian kota dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

Definisi Klasik (Amos Rappoport).
Suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari
kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial.
Definisi Modern,
Suatu Pemukiman dirumuskan bukan dari ciri morfolgi kota tetapi dari suatu
fungsi yang menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan
hirarki tertentu.

Selanjutnya pengertian pemukiman adalah suatu perumahan atau kelompok
ramah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarana lingkungan (UUNo.2/th92).

Pengertian lain tentang pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung baik kota atau desa berfungsi sebagai tempat kegiatan yang

mendukung kehidupan (Doxiadis).

Dinamika pemukiman kota memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
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- Penduduk padat
Polusi Lingkungan, Kualitas lingkungan turun
Perumahan tidak memenuhi persyaratan

Terjadi slum area

I

- Infrastruktur lingkungan tidak terjamin.
‘pengadaan sarana-sarana serta fasilitas guna merangsang terlaksananya pembangunan
perumahan secara nasional dalam tahap-tahap  pembangunan  selanjutnya.
Pembangunan perumahan itu sendiri sebagian besar diusahakan oleh swasta dan
masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan
masyarakat dalam pembangunan perumahan dan terciptanya iklim dan kondisi yang
lebih  baik bagi pembangunan perumahan, kegiatan-kegiatan yang meliputi
penelitian/survey mengenai masalah peramahan, penyuluhan, pembangunan contoh
perumahan (kota, desa dan khusus) dan penyusunan sistim/norma/pembinaan teknis
tetap dilanjutkan dalam tahun 1972/73.
2,8, KRIMINALITAS

Individu disebut tidak bermoral (anoraly saat ia tidak mampu memberikan
penghargaan (respect) terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam perilaku
kehidupan sehari-hari. Para psikolog melihat penyimpangan perilaku individu yang
berbeda dengan norma umumnya ini sebagai suatu “devianmt behavior”, atau
“delinguent”, misalnya ketika seseorang mempunyai tingkat agresifitas (aggressive)
yang amat tinggi disertai perilaku yang merusak (destructive) (Wade and Tavris,
1990). Bentuk penyimpangan lainnya adalah ketika individu mempunyai perilaku
yang sangat berlawanan dengan lingkungannya sehingga disebut perilaku antisosial
{(antisocial behavior), dimana sifat merusak terhadap lingkungan sangat dominan,
misalnya pada tingkat ringan dengan melakukan coret-coretan di tempat zmum
(graffiti), pada tingkat menengah dengan menganiaya orang lain, atau pada tingkat
berat dengan membunuh makhluk hidup lainnya tanpa rasa iba. Dengan kata lain
penyimpangan perilaku yang melawan nilai, norma dan hukum ini dikenal sebagai

suatu kejahatan.
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-.1su vanU ine;esahkan masyarakat da!am penehtsan ini d;batas: pada ttndai\an.'_

I\nmmal;tas (cr zme) ada ah: suatu pezbuatan meIanrrgar hukum merupakan U

'_krmm‘aahtas d1 Jalan 1aya yanﬂ ter_]adz di kota Jakarta: Kr;mmahtas mer upakan: 1su SITRR

yanfr sanffat melesahkan masyarakat di. perkotaan Ke_;ahatan yang terjada menlmpa.i

.warca masyaxakat dalam 51tu351 snuas; yang sangat beragam ba;k individy maupnn_; :

L __:.l\elompo}\ d; tempat umum maupun pnbadl sxang atau malam Bahkan tempab e

' "_-_ztempat yanu secara _.tradismnai d1a5051a51kan denfran perhndungan dan keamanan}'_'

' sepem rumah, . hncrkunoan perumahan maupun tempat kerja, txdak Iuput dari’ aﬂcaman:'f_' :
~dan kekerasan. - _ '

| -Seorang kriminal adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang melanggar .
hukum: atau. sebuéh tihda_k__ kéjahatan. Perbuatannya disebut h'i;ninalitas ‘atau 'tindék
kriminal. Biasanya yang-dianggap kriminal adalah seorang maling -atau pencuri,

pembunuh, perampok dan juga teroris. Meskipun kategori terakhir ini agak berbeda

karena . seorang teroris berbeds dengan seorang kriminal, melakukan tindak
kejahatannya “‘berdasarkan . meotif. - politik atau paham.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminal, diakses tanggal 10 Juli 2007). Tingginya angka

kejahatan di perkotaan menimbulkan rasa takut akan kriminalitas (fecr of crime), yang
memiliki dampak di kalangan masyarakat yang tidak kalah besamya. Akibat rasa takut
tersebut, masyarakat cenderung untuk menutup atau mengurung diri di tempat terakhir
yang dapat menjadi perlindungan, yakni lingkungan perumahannya.

Brooks dan Goble (1997) mengungkapkan bahwa meningkatnya kejahatan
dan kriminalitas dalam masyarakat seringkali dihubungkan dengan kemiskinan,
pengangguran, diskriminasi, kelemahan hukum dan sebagainya. Tingginya angka
kemiskinan merupakan pemicu terjadinya kriminalitas sehingga berpengaruh pada
tingkat keamanan. Banyak orang menjadi gelap mata hanya karena persoalan kecil
atan sekedar berupaya mempertahankan hidupnya. Terjadinya tindak kriminalitas
tidak terjadi secara kebetulan, melainkan di‘lakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :
mtent phase atau phase munculnya keinginan, assesment phase yaitu phase
memperkirakan atau mempertimbangkan, planning phase merupakan phase

perencanaan dan action phase atau phase pelaksanaan tindak kriminal.
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I

Muncuinya l\emmnan untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas blasanya '

drkarena!\an seseorang terpaksa memilih dari lari- dari kenyataan hidup, ketika

}\esulxtan begitu kuat ‘menghimpit dan mereka tidak sanggup untuk menanggungnya

- maka, kemgman untui\ bertahan hidup mengakibatkan seseorang mempunyai niat,
':-kemud;an mempertlmbanvkan untuk melakukannya hingga akhlrnya nekat melakukan o
g suatu tmdakan krunmahtas Faktor yang menyebabkan ter_}admya krmnnal:tas bila
. gdilihat cian aspek sosmi psxko]ogl yaitu faktor endoveH dan eksogen. Faktor endogen

- .-adalah doronffan yanc terjadi dari dirinya: sendiri, bahwa kebenaran relatif itu relatif

blsa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya - diri-atan

‘egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalan menanggapi

masalah yang barang.kéli menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi
sebagal pelampiasan untuk menunjukan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor
eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah vang bisa dikatakan
cukup kompleks dan  bervariasi. Kesenjangan  sosial, kesenjang ekonomi,
ketidankadilan dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yanol
verasal dari Juar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman,
tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang
yang membuat ia tidak sadar. Pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba
kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti hainya kemiskinan akan memaksa

seseorang untuk berbuat jahat.

METODE PENELITIAN
3.1. RANCANGAN PENELITIAN

Tipe dari penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki, yakni dengan cara menggambarkan/melukiskan
keadaan obyek penelitian dalam hal ini adalah peran Pemerintah, Masyarakat dan
Penegak Hukum dalam Penangguléngan Permasalahan Kota Besar.
3.2. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penduduk yang tinggal dan bekerja di

wilayah DKI Jakarta. Sedangkan Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat umunmn,
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thayah DXI Jakarta (Ja}\ana Utara Jakarta Selatau Jakarta Pusat }akarta Timur dan
' Jakarta Barat) - -
3 3. TEKNIK PENGUMPULAN DA’IA '

T eknik peno“umpuian data d;iakukan denrran cara Purposwe Sampling, yaitu

Perhubungan, Penegak Hukum yaitu Polisi dari tingkat Polsek sampai Polres,
Kejaksaan, sedangkan dari pihak masyarakat adalah pengguna jalan, pengguna air
minum, masyarakat umum. Tujuan dari teknik sampling ini ialah untuk menjaring
sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dan pengambilan sampel

dilakakan dengan teknik wawancara dan mengisi kuesioner.

IV. HASIL PENELITIAN
4.1. HASIL PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini memiliki beraneka ragam pekerjaan,

diantaranya sebagai berikut :

1. Kelompok responden Pemerintah terdiri atas, pegawal kecamatan, kelurahan,
Dinas Trantib, Palyja, Dinas Perhubungan (LLAJ). - -

2. Kelompok responden Masyarakat terdiri atas, pelajar, niahasiswa, Ibu rumah
tangga, supir'(ke'ndaraan pribadi maupun angkutan umum), dosen, guru. buruh,
konsultan hukum, tukang ojek, satpam, anggota LSM, wiraswasta, pedagang kaki
lima, penghuni rumah kumuh.

3. Kelompok responden Penegak Hukum terdiri atas Polisi, Kejaksaan, Pengacara,

Notaris.
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mulai dari kelurahan, kecamatan Pemda DKI, Perusahaan Air Minum, Dinas -




-+ Berikut adalah tabel profile responden berdasarkan usia dan Jenis Kelamin :

"4 Tabel 4.1. Profile Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.

"~ Jenis Kelamin |
- Laki-laki =~ 372
" Perempuan - | = 227
20 Usia

15-20 53
21-30 254
31-40 149
41-50 110
51-60 22
61-70 9
71-80 2

Sumber : Data primer diolah, 2007.
Tabel 4.2, Profile Responden Berdasarkan Pendidikan

1 SD
- SMP i5
3 SMA 2599
4 D3 66
5 S1 167
6 S2 41
7 S3 2
Jumlah 599

Sumber : Pata primer diolah, 2007
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4. 1 1., INTERPRETASIDATA

1. Tx ansportam

Data awal hasil 1eSpon dlSﬁSUﬂ da]am bentuk yang mudah untuk memberikan -

gambaran ‘mengenai konchs; tingkat kuaiitas transporiasi yang ada di JaKarta dan

-sekitarnya, Untuk -enjelaskan kondml tiansportasz d1 Jakarta tersebut maka

dxbuat chstmbu51 sebacra} benhut

17 ~ 24
25-32
33-40
41 48

Kondisi transportasi sangat buruk

Kondisi transportasi buruk

* Kondisi transportasi sedang

Kondisi transportasi baik

Kondisi transportasi sangat baik

Setelah disusun pengelompokan seperti di atas, selanjutnya akan ditabulasikan

hasil pendapat responden mengenai kondisi transportasi seperti pada tabel

frekuensi relatif sebagai berikut.

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Relatif Transportasi

9-16 - - 0%
17-24 30 5%
25-32 345 58%
33- 40 213 36%
41-48 7 1%
Jumlah 599 100%

Sumber : Data primer diolah, 2007.
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Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa tingkat kondisi transportasi di

DKI Jakarta menunjukkan pada tingkat kondisi transportasi yang sedang ataﬁ

- -biasa-saja, yaitu sebesar 58 %. Persepsi mengenai kondisi transportasi yang telah

- .dikelola oleh pemerintah - DKI Jakarta yang berada pada tingkat ‘kondisi

transportasi tinggi yaitu mencapai 36 %. Persepsi yang menyatakan kondisi
'_ _ti_j&I}_sportasi_sal_lgat buruk tidak ada, dan transportasi buruk hanya 5 %.

Gambal diagram ber;kut menun_]u}\}\an secara Jelas kondisi transportasi di

w11ayah DKI J akarta.

Travepartami

TIEE
PR

2. Urbanisasi

Seperti halnya dalam menjelaskan masalah-masalah kota seperti di atas,

selanjutinya untuk menganalisis masalah urbanisasi juga dilakukan pengkategorian

seperti berikut ini :

5 16 Vnyés;Iah urbamsas; sanfrat Ieﬁdal
1724 Masalah urbanisasi rendah
25-32 Masalah urbanisasi sedang
33-40 Masalah urbanisasi tinggi

41 —48 Masalah urbanisasi sangat tinggi

Tabel 4.4. Distribust Frekuensi Relatif Kondisi Urbanisasi
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i

17-24 S R ' .0%' :

532 | 44| 7%

33 _40 400 . e 6T%

aisas ] 1A | 26%
“Tamlah ] 899 | 100%

 Sumber : Data primer diolah 2007 -

Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa persepsi mengenai

kondisi urbanisasi di wilayah DKI Jakarta secara umum cenderung tinggi yaitu

mencapai 64 %. Persepsi tingkat urbanisasi sedang sebesar 27 %, dan sebesar § %

menunjukkan tingkat urbanisasi sangat tinggi, serta hanya 1 % vang beranggapan
i 2 g yang ggap

bahwa tingkat urbanisasi rendah.

Gambar diagram berikut menunjukkan kondisi tingkat urbanisast di wilayah

DK!I Jakarta.

Urbanismsi

3. Lingkungan

Untuk menganalisis masalah lingkungan dilakukan pengkategorian seperti berikut

ni.
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‘Masalah lingkungan sangat rendah

.1"\/13.5'51“1;21'hE Imgkungan rendah

o 'I\fi_e_l_s_éﬂahE lingkungan sedang

=4 Masalah lingkungan tinggi
41-48 f.":"Mg'saiah:'lingkungan sangat tinggi

0-16 | . | 0%
1728 [0 0%
2503 | 4. T %
33-40 | 400 §7%
A48 | 134 6%
Jumilah 599 100%

Sumber : Data primer diolah 2007
Temuan hasil penelitian dari tabel 4.5 di atas menyatakan bahwa masalah
lingkungan di Jakarta dikategofikan tinggi, yaitu mencapai 67 %, dan sebesar 26 %
menyatakan bahwa lingkungan merupakan masalah yang sangat serius di DKI Jakarta.

Gambar diagram berikut menunjukkan kondisi lingkungan di wilayah DKI Jakarta.

Lingkungan

o
o
i

|

inEoED
I

-
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_.4. Perumahan
Selanjutnya dalam menjelaskan - masalah-masalah kota di atas, untuk
menganalisis masalah kebutuhan _fasii_itzi_'s_ :'-p:éi"i;mahan dilakukan pengkategorian

seperti berikut ini.

‘Masalah peromahan sangat rendah -

AT =24 = Masalah perumahan rendah

2532 Masalah perumahan sedang
33-40 _ Masalah perumaban tinggi
Al 48 S Masalah perumahan sangat tinggi

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Relatif Kondisi Perumahan

9-16 - 0%

17-24 ) 0%
25-32 93 16%
3340 418 70%
4148 8 14%
Jumlah 599 100%

Sumber : Data primer diolah 2007
Dart tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa masalah perumahém di kota Jakarta
cenderung tinggi, yaitu mencapai 70 %, hanya sebesar 16 % beranggapan bahwa
perumahan bukan menjadi masalah.
Gambar diagram berikut menunjukkan kondisi perumahan di wilayah DKI

Jakarta,
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Parumahan

: 4 . 'Kr'iminalitas e

Seperti halnya dalam menjelaskan masalah transportasi, untuk menganalisis

masalah kriminalitas juga dilakukan pengkategorian seperti berikut ini.

9-16
17~ 24
2532
133-40
41-48

Masalah kriminal sangat rendah

Masalah kriminal rendah
Masalah kriminal sedang
Masalah kriminal tinggi

Masalah kriminal sangat tinggi

Permasalahan kriminalitas yang ditemukan dalam penelitian ini dijelaskan dalam

tabel 4.7. berikut ini.

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Relatiy Kondisi Kriminalitas

- 0%
17-24 i 0%
25-32 40 7%
33 -40 321 54%
4] - 48 237 40%
Jumlah 569 100%

Sumber : Data primer diolah 2007
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e -f'Jakalta

Berdasaxkan pada tabel 47 di: aias kond;m Rummahtas di w:iayah DKI

':...ﬁJal\arta cenderun tm ai aatu menca al: 54.%, -dan ‘persepsi-res emien ang . -
g Y p perseps p yang

_menyatakan bahwa kmmnahtas d1 Jakana sangat tinggi mencapal 40 % TS

_--.-'-'._:_".Gambar diagram benl\ut menumuk!\an kond131 lqlmmahtas fi;. wniayah DKI.'. o

4,2. ANALISIS DATA

4.2.1. Masalah traasportasi -

Beberapa penyebab kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan adalah :
1..“Meningkatnya permintaan perjalanan : Volume lalu lintas yang cenderung
"~ meningkat dengan kapasitas jalan yang terbatas mengakibatkan terjadinya

“penurunan kecepatan rata-rata perjatanan.
Beberapa faktor penyebab meningkatnya permintaan perjalanan antara lain adalah
semakin tingginya aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-
harinya di luar rumah, semakin jauhnya jarak antara tempat tinggal dengan tempat
bekerja dan meningkatnya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan:Beberapa tindakan yang kurang
disiplin seperti kendaraan yang menerobos lampu isyarat merah, berputar arah
tidak pada lokasi yang ditentukan, angkutan umum berhenti disembarang tempat,
parkir di tempat yang di larang untuk parkir, serta pejalan kaki menyeberang jalan
tidak pada tempat yang ditentukan. |

3. Dominannya penggunaan angkutan pribadi (mobil dan sepeda motor)
dibandingkan dengan angkuian umum. Terbatasnya kapasitas jalan yang tersedia

mengakibatkan volume kendaraan yang mampu ditampung juga terbatas.

Jurnal Kajian limiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Yol. 9 No. 2 tahun 2008 807




4. Ketidak-konsistenan Pengembangan Tata Guna Lahan: tidak dijkuti denga;}

- “perubahan rencana jaringan transportasinya, mengakibatkan jaringan 1ranspoﬁa§i'

~yang-ada-tidak mampu menampung beban pergerakan yang dibangkitkan oleh
sistem kegiatan baru.

5. Pemanfaatan jalan dan fasilitas LLAJ diluar kepentingan lalu lintas: pedagang

kaki lima Kondist jalan rel sampai saat ini tidak ada peningkatan, di tingkat
‘nasional panjang rel yang digunakan adalah 3,042 Km dan yang tidak digunakan

adalah 2,857 Xm (report PT KAI , 2002). Jurmalah penumpang dan angkutan

barang yang menggunakan jasa kereta api juga rendah.

Karakteristik Lalu Lintas di DKI Jakarta ditunjukkan dengan waktu sibuk pagi
hari pada pukul 07.00 — 11.00 dan waktu sibuk sore pada pukul 16.00 = 18.00. Sebagai
contoh adalah jalan Sudirman, lalu lintas tersibuk terjadi pada sore hari pukul 16.00 —
17.00 ‘dengan volume total 2 arah 17,000 kendaraanfjam. Peningkatan jumlah
kendaraan terjadi dengan angka pertumbuhan variatif dari tahun 1994-2004, dimana
data trend yang didapat hanya dari penjualan kendaraan bermotor, kurang relevan
karena kendaraan bermotor yang terjual di Jakarta tidak semuanya dipakai di Jakarta,
sehingga dicoba menghitung trend sebagai angka minimum dengan menggunakan data
tahun 1994 sampai 2004 dengan cara: (1) angka prosentasi pertumbuhan tahun 2004
ditambah selisih angka prosentase pertumbuhan tahun 2003-2004, (2) untuk kasus
angka pertumbuhan yang menurun maka trend dihitung dengan cara memakai angka
prosentasi pertumbuhan di tahun 2004,

Kondisi kemacetan ini mendorong masyarakat lebih memilih untuk memiliki
kendaraan pribadi (walaupun bekas, bahkan usia kendaraan yang telah cukup tua,
sesuai kemampuan dan daya beli mereka).

Beberapa faktor penyebab beralihnya pengguna angkutan umum kepada
angkutan pribadi, antara lain :

a. Aktivitas ekonomi belum mamé:nu dilayani oleh angkutan umum yang memadai.
b. Meningkatnya harga tanah di pusat kota akan menyebabkan lokasi pemukiman
jauh dari pusat kota, atau bahkan sampai ke luar kota yang tidak tercakup olch

sistem jaringan layanan angkutan umum.
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¢..:Dibukanya jalan ‘baru. akan _m_e:_rangsang -pengguna - angkutan: pribadi; karena
: '-'biésanya di j_aién_ .baru -tersebut pada _Saz__x_t.'itu jbe_lum terdapat -jaringan layanan .
- angkutan umum., . e ' : |

. d.. Txdak tersed;anya angkutan hnckungan atau anOLutan pengumpan yang dapat

' -._.-menjembatam perjalanan dari—smnpal ke jalur utama layanan angkutan umum.

o e Kurana terjamu}nya konchs1 rasa_aman dan. i\etepatan waktu yang dxmgmkan'...-...
-_penumpang dalam peiayanan angkutan umum Selanjutnya kemacetan lalu lintas
. masih _dipengaruhi - lagi: oleh- rendahnya kinerja . lembaga-lembaga vang |

bertanggung jawab menyelenggarakan transportasi perkotaan, yang merupakan
_permasalahan stuktural, di samping tidak adanya keterpaduan antara perencanaan
tata guné lahan dan..-pere_ﬁcanaan transportasi, rendahnya kinerja pelayanan
angkutan umum, serta rendahnya tingkat disiplin pemakai jalan.

-.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi permasalahan transportasi di

DXKI Jakarta berada pada tingkat kondisi transportasi yang sedang atau biasa saja, yaitu
sebesar 58. %. Persepsi mengenai kondisi transportasi vang telah dikelola oleh
pemerintah DKI Jakarta yang berada pada tingkat Kondisi permasalahan transportasi
tinggl yaitu mencapai 36 %.

Dengan demikian jelas diperlukan adanya suatu kebijakan yang terpadu yang
dirumuskan secara komperhensif melalui pentahapan yang terstruktur, untuk dapat
membenahi masalah transportasi di kota Jakarta.

4,2. 1. 1. Sistem Jaringan Transportasi di Perkotaan

Jaringan transportasi di perkotaan terjadi sebagai interaksi antara transpor, tata
guna lahan (Jand use), populasi (jumlah penduduk) dan kegiatan ekonomi di suatu
wilayah perkotaan (wrban area). Transportasi sangat berhubungan dengan adanya
pembangkitan ekonomi di suatu daerah perkotaan, guna memacu perekonomian
setempat, untuk menciptakan lapangan kerja, dan untuk menggerakkan kembali suatu
daerah. Namun dalam kenyataan, hubungan .tersebut masih sangat tidak jelas Konsep
transportasi adalah adanya pergerakan berupa perjalanan (irip) dari asal (origin)
sampai ke tujuan (destination). Asal (origin) dapat berupa rumah (home), schingga

perjalanan yang dilakukan disebut home base trip, menuju kepada tujuan berupa
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kegiatan yang akan-dilakukan, seperti kegiatan sosial (sekolah, olah raga, keluarga,
dan sebagainya).dan kegiatan usaha (bekerja, berdagang, dan sebagainya). .
Sistem Transportasi terdiri atas Sub Sistem Prasarana, Sub Sistem Sarana, Sub
Sistem: Kegiatan, dan Sub -Sistem Pergerakan (travel, movement, trip) yang saling
berinteraksi membentuk suatu sistem transportasi, dan dapat digambarkan sebagai
. benkut SO ' ' :
1. Sub Sistem Kegiatan
-+ Kegiatan yang dilakukan oleh orang dapat dibedakan dalam dua macam kegiatan
pokok, yaitu :
a. « Kegiatan usaha, yang merupakan kegiatan harian (daily activity), dan dibagi
dalam : kegiatan dasar (basic activity) dan kegiatan jasa (services activiry).

b. Kegiatan sosial, yang merupakan kegiatan berkala (periodic activity). Dalam

pergerakan perjalanan dari asal (origin) ke tujuan (destination) terdapat aliran

barang (flow of goods) dan aliran jasa (flow of services). Aliran barang
umumiya mencakup wilayah (regional), sedangkan aliran jasa lebih banyak
berlangsung di dalam kota.

2. Sub Sistem Sarana dan Prasarana

Sub sistem ini berkaitan dengan pola jaringan (nernwork system) yang
terbagi dalam :
a. pola konsentrik (menuju ke satu titik).
b. pola radial (menyebar).
¢. polalinier (contoh: Ribbon Development).
d. pola grid/kotak (grid iron).

Perkembangan sub sistem ini bisa cepat, sedang, lambat, atau stagnan (tetap,
tidak berubah), tergantung pada kecepatan pertumbuhan (rate of growsh) dan
tingkat pengembangan (level of development) dari daerah yang bersangkutan

(antara fain: kawasaa tertinggal, kawasan yang cepat bertumbuh, dan sebagainya)

-

3. Sub Sistem Pergerakan
Terbagi dalam skala nasional, regional dan loka!. Pada skala nasional diatur

datem kebijakan Sistranas {Sistem Transportasi Nasional) dengan Rencana Induk
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___P_erhubungan sebagai masterplan. Di-dalam Sistranas sebagai kebijakan umuni,
.. terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada skala regional diatur dalam
‘Sistem :dan - -Strategi Tfaﬁs;ﬁortasi ‘Regional, dan Rencanz Umum Jaringan
~Transportasi Jalan. Seian_;umya skala lokal diatur menurut Sistem dan . Strateol

Transporta51 Perkotaan (Urban Transportat;on Policy).

Sasaran Snb Slstem Pergerakan “cepat (fast), murah (cheap), aman/selamat -

- (safe), nyaman (comfort), lancar, handal (reliable), tepat guna (efektif), berdaya -~ -

- guna (efisien), terpadu (integrated), menyeluruh (holistic), menerus (continue),

- berkelanjutan (sustainable), dan berkesinambungan, sedangkan proses dari Sub.
Sistem Pergerakan dapat dikategorikan dalam: sangat pesat, cepat, sedang, lambat,
terisolasi (ini melahirkan angkutan-angkutan perintis).

4,2.1.2. Faktor-Faktor Yang Berpengarul Terhadap Terjadinya Kepadatan

- Lalu Lintas
Kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain :
‘Kondisi jalan dan lingkungan, berkaitan dengan wakty, biaya, dan jarak. Jalan
vang buruk kondisinya (banyak berlubang, bergelombang, dan sebagainya)
menyebabkan kecepatan kendaraan lambat sehingga waktu perjalanan bertambah.

2. Tenis kendaraan bermotor juga mempengaruhi pemilihan lintasan atau ruas jalan
yang akan dilalui kendaraan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan penumpukan
latu lintas pada suatu ruas jalan tertentu, yang berakibat timbulnya kemacetan lalu
lintas. .

3. Pengemudi atau penumpang kendaraan juga menentukan dalam pemilihan lintasan
yang akan dilalui, Pada umumnya orang akan memilih jarak minimum, biaya
perjalanan minimum dan wakiu perjalanan yang minimum, atau ketiganya
sekaligus. Ada pula kecenderungan memilih suatu ruas jalan tertentu karena
kebiasaan. (Jurnal Teknik Sipil, Vol. 3, No. 1, Januari 2006)

Apabila semua pengguna jalan berpendapat demikian, maka dapat terjadi
penumpukan lalu lintas pada suatu ruas jalan, sedangkan pada ruas jalan yang lain lalu

lintas kurang padat.
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: _.é 2. 1 3. Perencanaan Transportasi Perkotaan :

Perencanaau transportasi. ‘merupakan . bagian vang -tidak terpisahkan dar:
'perencanaan_wﬂayah dan kota. Perencanaan kota tanpa mempertimbangkan keadaan
dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat dari perencanaan itu sendiri,
_' 'akau memmbu!kan keruwetan lalu lintas di kemudian hari, yang dapat berakibat
_ dengan menmgkatnya kemacetan dalu ]mtas ‘dan akhlrnya meningkatnya pencemaran
.udara :

_ Beberapa upaya dalam rangka penerapan rekayasa dan pengelolaan laku lintas,
antara laln perbaikan ‘sisiem lampu lalu Jintas dan jaringan jalan, kebijaksanaan
perparkiran, serta pelayanan angkutan umum.

Rencana tataguna lahan dalam perencanaan wilayah dan kota dipengaruhi olch
rencana pola jaringan jalan, yang akan merupakan pengatur lalu lintas. Jadi ada kaitan
antara  perencanaan kota dengan perencanaan transportasi. Perencanaan Kkota
mempersiapkan kota untuk menghadapi perkembangan dan mencegah timbulnya
berbagai persoalan, agar kota menjadi suatu tempat kehidupan vang layak.
Perencanaan transportasi mempunyai sasaran mengembangkan sistem transportasi
yang memungkinkan orang maupun barang bergerak dengan aman, murah, cepat, dan
nyaman.

Jelas, bahwa perencanaan sistem transportasi akan berdampak terhadap
penataan ruang perkotaan, terutama terhadap prasarana perkotaan. Untuk menghindari
dampak yang bersifat negatif, perlu diterapkan sistem perencanaan yang memadai
serta sistemn koordinasi interaktif dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait.

Kebutuhan transportasi merupakan pola kegiatan di dalam sistem tataguna
fahan yang mencakup kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya, yang
membutuhkan pergerakan sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Transportasi dan tata guna lahan berhubungan sangat erat, sehingga biasanya
dianggap membentuk suatu land ﬁse transport system. Agar tata guna lzhan dapat
terwujud baik, maka kebutuhan transportasinya harus terpenuhi dengan baik. Sistem

transportasi yang macet tentunya akan menghalangi aktivitas tata guna lahannya.
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;Seba!:!\nya transportasi yang tidak melayani. suatu tata guna }ahan akan mcn_]adl sia-
sia, tidal\ termanfaatkan. : ' '

Pergerakan (manusia/barang) ini memerlukan sarana '(fnoda "a;'adkﬁtan) _
maupun prasarana (media tempat -moda angkutan dapat bergerak) e 1put1 _;aian 1aya

jalan rel, termmai bis, setasiun kereta api, pelabuhan udara, dan’ peiabuhan laut, -

Interaks; antaxa kebutuhan transportas; dan prasarana transportasz akan menghasx!kan

.'pe1 ger akan (manus:a dan/atau barang) dalam bentuk lalu lintas i\endaraaxa maupun L

pe_]alan kaki, yang untuk pengaturannya diperlukan penerapan sistem rekayasa dan_
pengelolaan lalu lintas. _ o
. Selanjutnya pilihan rute perjalanan masih dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas,
yang menyangkut waktu tempuh dan kenyamanan (macet/lancar, kondisi jalan, dan
sebagainya). Sebagai contoh -dapat diberikan gambaran tentang permasa}ahaﬁ
transportasi di perkotaan, khususnya di DKI Jakarta, yang dipengaruhi oleh beberapa’
kondisi berikut:
a. . Sarana dan prasarana lalu lintas yang terbatas.
b.  Manajemen lalu lintas belum berfungsi secara optimal,
¢. Pelayanan angkutan umum penumpang belum memadai.
d. Disiplin pemakai jalan (road users) masih rendah,
Uniuk itu diperlukan perencanaan sistem transportasi yang lebih baik, sepert; :
a. Pengadaan rute jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, atau
pengaturan jalan satu arah,
b. Pengelolaan lalu lintas yang lebih baik (antara lain perbaikan sistem pengaturan
traffic light secara otomatik),
¢. Pengendalian kecepatan kendaraan bermotor di Jjalan dalam kota (penetapan batas
kecepatan). |
Hal ini sejalan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) tahun 2005 uniuk
transportasi di Jakarta, yang bersangkutan dengan pengurangan kemacetan lalu lintas,

yaitu metiputi usaha-usaha :
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a. _'M_e_:_n_ipgk_atk__an__. dan memperluas jaringan transportasi vang telah ada, dise&éi
| ‘pengaturan lalu lintas yang layak untuk mengurangi kemacetan dan meningkaﬂgéh
N kecepatan. perjalanan; - |

) b, __E_-Mendorong_ pemaka;an angkutan umum dan mencanjurkan dikuranginya

_: pemakaian an Bkutan pribadi.

R ___3:Memperkec11 penambahan jaringan :jalan . bart *yang ‘member ikan dampak
_'_pefcumbuhan kota:ke arah yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan pengembaugan T
.. Pemihhan model - lalu. - lintas  pada  dasarmya - ditentukan dengan
mempertlmbangkan salah satu persyaratan pokok, yaitu “pemindahan barang dan
manusra dilakukan dalam jumlah yang terbesar dengan jarak yang terkecil”. Angkutan
massal (public MRT) yang berorientasi pada kepentingan publik atau pelanggan
(customer), dalam hal ini merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan
angkutan individual.

D1 sini ada pilihan untuk angkutan (model choice), persaingan dalam jasa
pelayanan (competitive services), dan nilai waktu (time values). Dengan mengurangi
jumlah sarana transportasi (kendaraan) sesedikit mungkin dan dalam waktu tempuh
yang sekecil mungkin, akan diperoleh efisiensi yang tertinggi, sehingga pemakaian
total energi per penumpang akan sekecil mungkin dan intensitas emisi pencemar yang
dikeluarkan akan berkurang,

Salah satu jenis angkutan massal adalah angkutan dengan bis yang disebut
Bus Rapid Transit (BRT). Berbeda dengan angkutan yang menggunakan jalur rel (rail
transit) tersendiri, maka angkutan dengan bis kota beroperasi pada suatu jalur terbagi
dalam suatu sistem yang terbuka dan bebas. Dalam kondisi semacam ini, bis-bis
meiighadapi kelambatan yang disebabkan oleh interaksi dengan kendaraan-kendaraan
lain dan adanya lampu lalu lintas pada persimpangan. Kedua faktor ini sangat
verpengaruh pada operasi peijalanan. |

Beberapa cara yang dapaf dilakukan untuk mengatasi dampak negatif pada
petrjalanan bis, antara lain dengan menggunakan lajur tersendiri untuk bis (busway).

Cara ini cukup efektif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. tetapi biayanya mahal,
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' _dan untuk Lota-kota tertentn denﬂan ruqng yang te:batas untuk jaian ‘cara ini udak__ s
| _munokm d}la!\ukan i ' Lo
. 4.2, 1.4, Konsep Model R =

o :Pé.miiihan : "iﬁodei : 'transpo.rfas; : pada . dasarnya :"ditehtukan“ “dengan -

mempert;mbangl\.an salah saty pexsxaratan pokok yaitu pemmdahan barang- dan
'transportas: massa} merupai\an p:hhan yang lebth balk dxbandmgkan denoan L
transportasi mdmdual R T s ' : _
- Beberapa usaha yang dapat dllakukan -yang ‘merupakan kebijakan dalam

rangka menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas di perkotaan, antara lain:
a.: ‘Penyediaan busway yaitu lajur khusus untuk angkutan bis kota. Busway atau lajur
bis disediakan pada jalur-jalur khusus yang merupakan jalur utama dan padat lalu

Jintas (contoh: jalur Blok M-Semanggi — Bundaran HI - Bundaran Air Mancur ~

. Harmoni - Setasiun Kota). Di sini diperlukan adanya jalur-jalur pengumpan atau
feeder lines, dari sentra-sentra pemukiman penduduk menuju ke jalur-jaiur utama
yang memakai busway.

‘Keuntungan dari cara ini adalah waktu tempuh yang lebih singkat bagi kendaraan
angkutan bis pada busway, serta kapasitas angkut yang relatif lebih besar daripada
kendaraan-kendaraan pribadi atau kendaraan komersial vang lain (misal taksi). Di
Bogota, Columbia sistem busway memakai bis-bis gandeng (articulated bus),
dengan kapasitas lebih besar daripada bis tunggal.

Jalur khusus bis seharusnyva hanya dipisah dengan marka jalan, bukan dengan
pemisah (separator) dari Dblok-blok beton. Pemisahan memakai separator
mempunyai beberapa kelemahan, antara lain berkurangnya lajur bagi kendaraan
non bis, yang mengakibatkan timbulnya kepadatan (bahkan kemacetan) lalu lintas
pada lajur di luar busway.

Di samping itu, dengan adanya lajur khusus bagi bis yang lebarnya hanya muat
untuk satu badan bis, akan menimbulkan kesulitan apabila terjadi bis mogok

(akibat kerusakan mesin, ban pecah, dan lain-lain). Hal ini dapat menimbulkan

kelambatan/kacaunva jadwal (schequie) angkutan bis kota.
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:__.Laj_ur.khusus-bis'(busway) ini hanya dikenakan pada jalur-jalur tertentu sajzi;i?;_.-.
sehingga tidak semua jalur jalan mengalami perubahan pola lalu lintas. Cara int
memerlukan  pengaturan lalu lintas yang cukup rumit, terutama di

-+ persimpangan/perempatan jalan, di samping biaya investasi dan pengoperasian

--yang sangat besar. |

--'_;P.s:_;_l&;‘.ﬁh_ b__l_lé_,way_t_erhadap pengurangan volume lalu lintas hanya terbatas pada

:jaI:ﬁ_rij_e:ﬂur:jal_an_ yang menggunakan busway, sedangkan pada jalur-jalur yang lain
_ p.r.:.gk_ti_s_ tidak mengalami perubahan yang berarti.

b. Kbnsep pembatasan penumpang: (#-ee in one), yang diberlakukan pada ruas-ruas

Jalan tertentu yang sangat padat, terutama pada jam-jam sibuk {peak hours) masuk

dan pulang kerja. Pengaturan lalu lintas berupa pembatasan penumpang (antara

- lainy “three in one™) dapat mengurangi jumlah lalu lintas. Namun di sini

diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan “joki”, yang dapat
-mengurangi efektivitas pembatasan penumpang, selain kemungkinan terjadinya

penumpukén/kemaoetan lalu lintas pada jalur jalan yang lain (di luar jalur “three

in one”).
‘Daltam hal ini usaha pembatasan penumpang hanya bersifat mengalihkan
sementara kemacetan lalu lintas dari jalur utama ke jalur-jalur yang lain.
Pemecahan hanya bersifat iokal (hanya jalur tertentu saja) dan tidak menyeluruh,
sehingga kepadatan lalu lintas tetap terjadi pada jalur-jalur di luar Jjalur “three in
one”.
Dengan demikian usaha pengurangan volume lalu lintas kendaraan bermotor
dengan cara inj kurang atau bahkan tidak efektif, Di samping itu di luar waktu
diberlakukannya “three in one”, lalu lintas akan kembali berjalan sebagaimana
biasanya. Dengan demikian metode pembatasan penumpang dapat dikatakan tidak
efektif mengurangi jumlah lalu lintas kendaraan bermotor.

¢. Pembatasan mobil pribadi : yvang wumumnya dikenakan berdasarkan usia
kendaraan, Namun demikian cara ini tidak mudah dalam pelaksanaannya. Untuk

mengetahui tahun pembuatan kendaraan bermotor, perlu dilihat Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian, dan ini
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-+ berarti harus ‘menghentikan kendaraan .untuk memeriksanya. Sudahtentu-hal ini- - -

: .a:kan_- s_ulit,da_l_am-peiaks_'anaa_nnya, di samping akibat yang-akan timbul berupa - |

- antrian kendaraan, yang selanjutnya berakibat dengan terjadinya kemacetan lala
. lintas, khususnya pada jalur-jalur jalan yang padat lalu lintas. -
.. Pembatasan mobil pribadi tanpa diikuti pembenahan angkutan bis umum (kondisi

. fisik, jumlah maupun trayeknya), akan menimbulkan dampak sosial yang negatif.

: .;:.Mengin'gz;fjl_._l_m_]_ah_’r_qo_bil.pr_ibadi di Jakarta kurang dari 30% dari seluruh jumiah

kendaraan bermotor di Jakarta, maka usaha pembatasan mobil pribadi untuk

.-tujuan menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor, akan kurang
efektif.

d. .Pembatasan kendaraan umum. Cara ini justru bertolakbelakang dengan tujuan
- transportasi untuk umum (public transportation), di samping jumlah kendaraan
_umum yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kendaraan pribadi

(jumlah kendaraan bis di kota Jakarta hanya 8%). Pembatasan kendaraan umum

kurang berdampak terhadsp pengurangan volume lalu lintas, bahkan sebalikpya

dapat menimbulkan masalah lain dalam transportasi urnum.
¢. Usaha yang lebih berjangka panjang dengan menambah jaringan jalan dan

pembuatan jalan-jalan layang (fly overs) atau underpass untuk menghindari

persimpangan-persimpangan sebidang, yang berarti mengurangi kemacetan lalu

lintas. Tetapi cara ini membutuhkan biaya vang sangat besar, dan bila tidak

dibarengi dengan pembatasan produksi {(atau impor) kendaraan bermotor, pada
suatu saat akan timbul kembali masalah kepadatan lalu lintas,

f.  Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dengan kereta rel (listrik atau diesel)

dapat mengurangi penggunaan angkutan umum bis, mikrolet, dan sebagainya.
Namun cara ini membutuhkan biaya vang sangat besar.

Sama halnya dengan SAUM adalah sistem MRT (Mass Rapid Transit) yang
berupa subway. Membangun subway seéara finansial tidak layak, karena biaya
pembangunan yang sangat tinggi, tetapi dari segi ekonomi dapat disebut layak,
karena sistem in! akan mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi,

menghemat waltu,
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+ Sebesar75% dari biaya pembangunan  infrastruktur subway akan hilang (sunk’

w:cost), Karena ‘itu  bagian - ini harus disubsidi “oleh pemerintah, - sedangkan™

_.pengoperasiannya dapat dilakukan oleh pihak swasta,

8

Pembenahan angkutan umum (bis kota), “meliputi penggantian kendaraan bis

odengan-kendaraan bis baru yang lebih baik dan lebih laik jalan, dlsertal dengan

.".-.g..'pendidxkan disiplin bagi para-pengemudi.dan awak bis, pengaturan Jadwa} dan rute

' .:-_blS yang Ieblh ‘menyeluruh-dan menjanﬂl\au semua’ wilayah dalam kota ‘Cara ini

P t;(iak terlalu *nahal dibandingkan dengan SAUM, MRT (subway), atau pembuatan

- jalan -Iayang dan underpass, tetapi memerlukan kesungguhan dan disiplin dari
semua pihak (pengelola, pengemudi, pengatur lalu lintas, dan masyarakat).

Untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam usaha menurunkan tingkat
kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di perkotaan, sebagai bahan pertimbangan
perlu digunakan metode proses hirarki analitik (AHP = Analytic Hierarchy Process),
yaity dengan melakukan analisis terbadap ke tujuh cara yang telah disebutkan di atas
meliputi empat aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan budaya, aspek
ekonomi, dan aspek pengelolaan (manajemen). (Pemilihan Model Transportasi di DKI
Jakarta (Haryono Sukarto)

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap
adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang masalah pertumbuhan jumiah kendaraan
bermotor kurang dapat dikendalikan dan ditegakkan oleh aparat terkait sehingga perlu
adanya penertiban kembali, yakni dengan cara (a) Tingkatkan kenyamanan pengguna ;
(b) Adakan peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor ; (€) Trans Jakarta
harus dibuatkan jalur khusus sehingga tidak menambah kemacetan yang sudah terjadi ;
(d) dan juga harus diperhatikan tentang pembebasan lahannya, termasuk monorel.

Akbirnya pendekatan penyelesaian masalah transportasi tidak bisa hanya
berbasis kepada mekanis saja tetapi seperti telah disinggung di atas, juga menyangkut
masalah budaya, yakni dengan -menciptakan perilaku selain mengubah waktu
berkegiatan. Dalam hal ini juga perlu ada dorongan agar upaya ketersediaan moda

transportasi masal dapat segera dilaksanakan dan tidak terhambat oleh politik luar
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11cgex_‘i_.'tertentu._Jadi--SQEusi;manajemen lalu lintas jangan didekati dengan parsial saja’

tetapi langsung kembali pada budaya pelaku .pengguha jatan.

4.2.2.. Masalah Urbanisasi

© i o -Persoalan - urbanisasi merupakan persoalan umum yang tidak mungkin bisa
dicegah. - Namun ' perkembangan pada tahun-tahunbelakangan:.ini menunjukkan
kecenderungan ‘yang lebih memprihatinkan. Xota-kota merasa tidak siap menerima: -

bahj_ir.-p:en_dudﬁk_yang_ tir_iium:_iy_zi tidak mémiii_k_i keterampilan y_a:r_ig memadai, sehingga

mereka bekerja secara tidak layak dan memperoleh penghasilan rendah serta tidak bisa
mencukupi kebutuhan -hidup ‘di kota yang relatif. lebih mahal dibandingkan di
pedesaan. -

Orang suka tinggal di kota besar walaupun harus menghadapi macet, banjir,
kebakaran, harga mahal, digusur dan sebagainya. Yang mendorong sebetuinya adalah
harapannya, yang terletak dalam benak orang itu sendiri (psikologis), bukan pada daya
tarik dari luar masalahnya adalah bagaimana kita membantu menciptakan harapan dan
impian yang bisa memicu dan memacu motivasi yang dahsyat itu. Kota besar adalal
harapan. Jadiapapun di kota besar lebih menarik dari pada dikampungnya.

Hasil temuan dalam penelitian -menunjukkan bahwa persepst mengenai
kondisi urbanisasi di wilayah DKI Jakarta secara umum cenderung tinggi yaitu
mencapai 64 %. Persepsi tingkat urbanisasi sedang sebesar 27 %, dan sebesar 8§ %
menunjukkan tingkat urbanisasi sangat tinggi, serta hanya 1 % yang beranggapan
bahwa tingkat urbanisasi rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap agar Pemerintah
mengelola masalah urbanisasi ini dengan membuka dan memperluas lapangan
pekerjaan dan aparat Pemerintali Daerah melakukan pengendalian dalam masalah
urbanisasi dengan menegakkan dan memberikan sanksi yang tegas dari Ketentuan
yvang berlaku tentang urbanisasi karena masih banyak kasus bahwa masyarakat urban
yang mendapatkan dan memiliki KTP dengan cara "tembak".

Intervensi psiko sosial : (1) ciptakan peinang di luar kota besar, ciptakan
lapangan kerja, bangun prasarana, buat sarana-sarana pendidikan, pasar, mal, hiburan

dan sebagainva. Pendeknva orang bisa bekerja, berbelanja, berkeluarga di tempatnya
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‘cn'"iiri dengan senang, sehingga: h‘napanm apun, dlmm ukan kedacrahnya sendird, (’3 L
pc]uanrT harus dtsosmltsassl\an metalui: ;md:a masa.dan. p:ddlo serta kongkril para
'pohtisx tokoh masyar’ikat tokoh agama. Apabda masyarakat tahu (kognitif), bahwa

‘peluang ada di desanya sendiri, ada buktmya mereka akan suka (afektif) dan menaruh
'haxapan pada peiuano dan akh;rnya mexeka memlhh untu!\ tidak bermrnlam (konatif)

ke Inar

it Memngkamya PIOSes nrbaiusas: tersebut tldak terlepas dar; I\ebgaksanaan
-_pembangunan perkotaan khususnya pembanounan ekononn yang dikembangkan oleh
pemerintah. -Sebagaimana diketahui peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi
positif dengan meningkatnya urbanisasi di suatu wilayah, Ada kecenderungan bahwa
aktivitas. .perﬁ:!»:e.no.l_hian akan . terpusat - pada suati area yang memiliki tingkat
konsentrasi penduduk yang cukup tinggi, Hubungan positif antara konsentrasi
penduduk - dengan: aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin
membesarnya area konsenurasi penduduk, schingga menimbulkan apa yang dikenal
dengan nama daerah perkotaan.

Di sini dapat dilihat adanya keterkaitan timbal balik antara aktivitas ekonomi
dengan konsentrasi penduduk. Para pelaku ekonomi cenderung melakukan investasi di
daerah yang telah memiliki konsentrasi penduduk vang tinggi serta memiliki sarana
dan prasarana yang lengkap, Karena dengan demikian mereka dapat menghemat
berbagai biaya, antara lain biaya distribusi barang dan jasa. Sebaliknya, penduduk
akan cenderung datang kepada pusat kegiatan ekonomi karena di tempat itulah mereka
akan lebih mudah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan . Dengan
demikian, urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya
meningkatkan kesejahtcraan penduduk atau masyarakat.

Jika urbanisasi merupakan swatu proses perubahan yang wajar, mengzna
proses urbanisasi tetap harus dikendalikan atau diarahkan? Ada dua alasan mengepa
urbanisasi perlu diarahkan, |

Pertama, pemerintah berkeinginan untuk sesegera mungkin meningkatkan
proporsi penduduk yang tinggal di daerah nerkoiaan. Hal ini berkaitan dengan

kenyataan bahwa meningkatnya penduduk daerzh perkotaan akan berkaitan erat
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dengan ‘meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara. Data memperiithatkan bahwa
suatu negara atau daerah dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi, juga
memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Negara-negara industri
pada umumnya memiliki. tingkat urbanisasi -di atas 75 persen. Bandingkan dengan
negara berkembang yang sekarang ini. Tingkat urbanisasinya masih sekitar 35 persen
.sampéi_c_i_engan 40 persen saja. . .

- Kedua, terjadinya tingkat urbanisasi yang berlebihan, atau tidak terkendali,
dapat ‘menimbulkan berbagai permasalahan ;pada penduduk .itu sendiri. Ukuran
terkendali atau tidaknya proses urbanisasi biasanya dikenal dengan ukuran primacy
rate, yang kurang lebih diartikan sebagai kekuatan daya tarik kota terbesar pada suatu
negara atau wilayah terhadap kota-keta di sekitarnya. Makin besar tingkat primacy
menunjukkan keadaan yang kurang baik dalam proses urbanisasi.

Dengan demikian, kebijaksanaan pengembangan perkotaan di Indonesia
dewasa ini dilandasi pada konsepsi yang meliputi: (i) pengaturan mengenai sistem
kota-kotai (i) terpadu; (iii) berwawasan lingkungan, dan (iv) peningkatan peran
masyarakat:dan swasta. Dengan makin terpadunya sistem-sistem perkotaan yang ada
di Indonesia, akan terbentuk suatu hierarki kota besar, menengah, dan kecil yang baik
sehingga tidak terjadi "dominasi” salah satw kota terhadap kota-kota lainnya.

Urbanisasi merupakan proses vyang wajar dan tidak perlu dicegah
pertumbuhannya. Karena, proses urbanisasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi suatu daerah. Namun demikian, proses urbanisasi tersebut perlu diarahkan
agar tidak terjadi tingkat primacy yang berlebihan, Pada saat ini pemerintah telah
mengembangkan dua kelompok kebijaksanaan untuk mengarahkan proses urbanisasi,
yaitu mengembangkan apa vang dikenal dengan istilah "urbanisasi pedesaan" dan juga
mengembangkan "pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru".

4.2.3. Masalah Linghungan

Udara kotor, sungai tercemar dan berbau, sampah dimana-mana, adalah

pemandangan umum dibanyak tempat di Indonesia dewasa ini. Memasuki abad

milenium, Indonesia menghadapi persoalan makin memburuknya kualitas lingkungan
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hidup baik-dalam hal pengadaan-air bersih, penecemaran udara,pengelolaan sampah
~dan b'mjir i

' - Air mer upakan unsur utama bagi hidup kita di planet ini. Kita marmpu
' _bertahan lndup tanpa makan dal lam beberapa minggu, namun tanpa air kita akan mati
:dalam beberapa harl saja Delam bidang kehidupan ekonomi modern kita, air juga
:mempal\an hal utama untuk budidaya pertaman industri, pembangkit tenaga Aistrik,
"..dau ’transponaa g :

: AIr merupakan sumber kehidupan. Namun-demikian, saat ini masalah air di
Indonesia merupakan permasalahan yang kronik dan pelik, mulai dari peristiwa banjir
sampai kekeringan, Wilayah Indonesia, menurut LIPI, memiliki 6% dari persediaan air
dunia atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik. Narmun demikian, kelangkaan dan
kesulitan mendapatkan air bersih-dan layak pakai menjadi permasalahan yang mulai
muncul di banyak tempat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Kecenderungan
konsumsi air naik secara eksponensial, sedangkan ketersediaan air bersih cenderung
melambat akibat kerusakan alam dan pencemaran, yaitu diperkirakan sebesar 15-35%
per kapita per tahun. Dengan demikian di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang
‘mencapai lebih dari 200 juta, kebutuhan air bersih menjadi semakin mendesak,

Air merupakan elemen yang paling melimpah di atas Bumi, yang meliputi
70% permukaannya dan berjumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kabik. Apabila
dituang merata di seluruh permukaan bumi akan terbentuk lapisan dengan kedalaman
rata-rata 3 kilometer, Namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang benar-
benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003%. Sebagian besar air, kira-kira 97%,
ada dalam samudera atau laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi untuk kebanyakan
keperluan. Dari 3% sisanya yang ada, hampir semuanya, kira-kira &7
persennya,tersimpan dalam lapisan kutub ataw sangat dalam di bawah tanah.

Saat ini sumber-sumber air semakin dicemari oleh limbah industri vang tidak
diolah atau tercemar karena peng 'unaanya vang melebihi kapasitasnya untuk dapas
diperbaharui. Kalau kita tidek mengadakan perubahan radikal dalam cara kit

memanfaatkan air, mungkin saja suatu ketika air tidak lagi dapat digunakan tanpa
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pengolahan khusus yang biayanya melewati jangkauan sumber daya ekonomi bagi
kebaﬁyakan negara, |

Air bersih saat ini menjadi barang langka. Kelangkaan ini dipicu oleh
tiga ~hal: pertumbuhan - populasi, laju peningkatan aktivitas industri, dan
pembanbunan yang méminggirkan daya'dukung ekologis. Juga limbah rumah
tangga yang turut menjach penyebab pencema,lan air. Bersamaan dengan 1tu
kerusakan hutan semakm parah, dan ‘ancaman banjzr serta Lekenngan
menghantm warga se‘uap tahtm Tampalmya harus ada aerobosan dari selurubi
masyaxakat dan pemerintah untuk menghmdan munculnya bahaya kerusakan
lingkungan hidup yang lebih besar. Temuan hasil penelitian dari tabel 4.5 di
atas menyatakan bahwa masalah lingkungan di Jakarta dikategorikan tinggi,
yaitu mencapai 67 %, dan sebesar 26 % menyatakan bahwa lingkungan
merupakan masalah vang sangat serius di DKI Jakarta.

Masyarakat harus sadar bahwa masalah sampah, pencemaran udara. banjir,
dan sebagainya bukan hanya urusan pemerintah, masalah tersebut merupakan
tanggung jawab semua komponen masyarakat. Masyarakat juga harus menyadari
bahwa berbagai masalah lingkungan itu terdiri atas berbagai jenis dan mempunyai
dampak berbeda-beda. Kalau masyarakat bisa dan menyadari bahwa penanganan
lingkungan akan lebih mudah dilakukan kalau dilakukan pemisahan dari mulai sumber
masalah #tu maka pengelolaan lingkungan juga akan lebih mudah dan akibat yang
ditimbulkannya juga akan dapat ditekan seminimal mungkin.

Harapan masyarakat berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Jakarta perlu menggalakkan penghijauan dan
secara intensif memberikan penerangan kepada masyarakat tentang daerah resapan
dengan menambah fasilitas hutan kota. Selain itu, hutan kota yang sudah ada
pemeliharaannya harus ditingkatkan dengaﬁ melibatkan peran aktif dari segenap
lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah Jakarta dalam memperbaiki tata kota

seyogyanya selalu mempertimbangkan peraturan tentang Lingkungan, artinya jika
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Pemerintah ‘akan' 'melakukan pengembangan ‘sarana ~fisik ‘(gedung, jalan, dan.is';:-
sebagainya) selalu menyediakan ruang untuk penyerapan air.
4.2. 4. Masalah Perumahan

' Pernenntah menerapkan pendekatan pemberdayaan - masyarakat - untuk
mynmckatkan kuahtas pemukiman kumuh melalui program tridaya. Tridaya dimaksud
.acialah pengembangan kemampuan masyarakat peﬂgembaugan ekonomi. ioI-.al dan
"penmptaan iapangan kerja Dengan procram tersebut pemermtah tidak mengadakan
proyek me!a‘mkan memberl bantuan tekms dan memfaszhtas; masyarzkat untuk
membuat program sendm meialm Lelompok masyarakat dalam rangka perbaikan
Iinﬂkunvan

Pemngkatan kualztas pemuklman Rumuh periu menjadi gerakan nasional
denfran mehbatkan seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat dan swasta. Gerakan
nasional tersebut salah satunya bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa
lingkungan kumuh adalah lingkungan yang tidak nyaman.

Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa masalah pernmahan di kota Jakarta
cenderung tinggi, yaitu mencapai 70 %, hanya sebesar ‘16 % beranggapan bahwa
perumahan bukan menjadi masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan sikap masyarakat berkaitan dengan masalah
pengaturan  perumahan di DKI Jakarta. Menurut mercka Pemerintah perlu
menyediakan fasilitas Rumah Sangat Sederhana (RSSS) dengan harga yang terjangkau
oleh masyarakat golongan bawah, selain itu Pemerintah Daerah periu merancang tata
kota yang diselaraskan dengan permasalahan perumahan sehingga tidak terlalu padat.
Masyarakat juga berharap agar Peraturan Daerah yang mengatur tentang perumahan
bagi masyarakat untuk ditegakkan.

Menyangkut persoalan pemukiman perlu mempertimbangkan social corporate
responsibility (SCR) karena sektor usaha di perkotaan yang memiliki tenaga kerja
sebagai pengnuni baru di perkotﬁan turut menyumbang kekumuthan pemukiman.
Dalam upaya penataan pemukiman kawasan kumuh kota kemungkinan yang bisa
dilakukan antara lain dengan memperbaiki infrastruktur seperti sarana dan prasarana

sanitasi, sampah, akses aiy minum dan meningkatkan produkiivitas ekonomi
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masyarakat. Selain.itu adanya upaya 'pengem_bangéﬁ :r_umah susun ‘sederhana sewa
(Rﬁsunawa) yang sﬁdaﬁ_-lama .dikembangkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
untuk mengurangl Lekumuhan di pemukiman_ perkotaan juga merupakan :alternatif
yanﬂ dapat dlpertlmbangkan Dalam hal ini, penataan pemuklman kumuh di perkotaan _

harus memperhatlkan aspek ekonomi masyarakat

e Secara Iogis yang paling memungkmkan untuk penataan pemukiman agar
e tldak memmbulkan kekumuhan adalah dengan cara: membannun dengan menggunal\an: '
_lahan sesedﬂut mungkm, dengan kata. lam pola membangun harus, dnubah dan
horiz.ontal menjadi pola vertikal. _ |

Jadi untuk mengatasi masalah kekumuhan pemukiman berpulang kepada
mdmdu masmgnmasmcr Hal itv sangat tergantung pada tingkat pendidikan dan
kesadaran seseorang. Untuk menyadarkan seseorang juga tidak mudah. Untuk itu,
kesadaran harus ditanamkan sejak dibangku sekolah agar terbiasa menata lingkungan
rumah tinggal dengan benar.

4. 2. 5, Masalah Kriminalitas

Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa di daerah
perkotaan (khususnya di kota-kota besar) terjadi: (2) penurunan persentase rumah
tangga terhadap rasa aman dari tindak kejahatan; (b) peningkatan jumlah
pengangguran dan jumlah kriminalitas oleh kelompok pemuda, Keadaan yang
demikian ini semakin meningkat pada akhir-akhir ini, terutama disebabkan oleh
kondisi perekonomian nasional yang semakin terpuruk, yang berakibat begitu
besarnya pemutusan hubungan kerja (PHK), perkelahian antar kelompok preman, dan
terhentinya pelaksanaan proyek-proyek besar.

Berdasarkan pada tabel 4.7 di atas, kondisi masalah kriminalitas di
wilayah DKI Jakarta cenderung tinggi yaitu mencapai 54 %, dan persepsi
responden yang menyatakan bahwa kriminalitas di Jakarta sangat tinggi
mencapai 40 %. Hal senada iebih lanjut dinyatakan oleh Prof. DR. Rony
Nitibaskara (2006) bahwa kemiskinan adalah induk kejahatan (magnus ac),

dengan indikator naiknya kejahatan klasik terhadap property, premanisme di
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; _kota besa1 keuena tidak 1ertampung dalam lapangan kcrja formal, sedangkanfv

| _lapangan I\erja nonformal udal\ menjanukan harapan h1dup yang Iayak

i Kepadatan penduduk, mempersemp;t ruang hldup wyang’ dapat memicu
. 'ter_;admya social imrest (keteﬂaugan sos;al) ‘Dapat memmbuikan mzzlt:plzer effect,
) :.kepadatan penduduk di kota besar’ d1sebabkan oleh urban:sas; yanfr d;picu oleh

' _'j}\eadaan d1 daerah asa} yang tldak men_;arz_;lkan harapan iudup (7 orang husung lapa: di

_";'-ibogor dan 165 417 mengaiami gizi ku;ang dan buruk Tempo 26/6/2005)

'-penmcri\atan kemiskman di kota’ besar (zkhsan) selama krisis finansial d:sebabkan oleh
| penurunan kegiatan konstruksi, sektor industri, perubahan upah riil, menmgka‘mya
:harga sehm gea penduduk kota Jatuh miskin. Dalam konteks kr immo]ogx yang perlu
d;perhatlkan adalah Jumlah penduduk mlskm nyata dan pengangguran nyata apakah
benar nbeﬁar menjadi penyebab kejahatan, bukan pertombuhan ekonomi.

“Konflik budaya, padatnya penduduk vg berasal dari berbagai etnis di dalam
ruang sempit timbulkan suasana voletile apabila tidak dikelola dengan baik. Torten
sellin (1938) menyatakan konflik budaya dapat meletus dan menimbulkan kekerasan
apabila: * terjadi migrasi keiompdk budaya satu ke kelompok budaya lain, terjadi
benturan norma/hukum " di perbatasan budaya, perluasan ‘pemberlakuan norma
kelompok “satu terhadap lainnya., Upaya atasi melalui peredaan segera, cegah
meluasnya eskalasi dan transformasi konflik (kausa budaya jadi konflik ideologi).
Upaya preventif terhadap kekerasan kolektif - cegah penggunaan simbol-simbol
budaya lokal yang bernuansa kekerasan (misal clurit untuk suku Madura, badik untuk
Suku Kroming, Rencong untuk Suku Aceh, dan sebagainya), kembangkan sikap tepo
seliro oleh pemerintah di lokasi pertautan efnisnya tinggi, pertautan titik termu
primordial (misal Agama), catatan untuk kasus anti Cina berdimensi struktural
tiadanya keadilan kontribusi kemakmuran, tingkatkan pengawasan di lokasi-lokesi
yang peinah dilanda konflik kerasan kolekrif agar tidak menjadi generatif (menurun).

Tawuran antar kampung, nyaris bersifat generatif, harus ada penyeleszion
secara struktural dan sistematis antara lain degan merubak tata ruang. Tawuran antara
pelajar nyaris endemik, faktor penyebab belum jelas terutama dari faktor ruang, secara

individu tidak ada masalah, namun ketika dalam ikatan kelompok dihadapkan pada
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-_is_uv_:is_u::yang-: memancing ‘kekerasan terkait-dengan kelompok: pelajar lain, ‘berubah -
n__ie_r.lj'c_t_d__i -agresif, secara - individual  terjadi '-pé.fubahéiﬂ rasionalitas kekerasan ~dan

- beringas. Hal tersebut tidek lepas dari prakonsepsi tawuran, yang dianggap sebagai-

'_s_oi_idaritas,'ajang unjuk jati diri dan mencari pengakuan. Pencegahan melalui counter_z-_ '
: -te_r_haﬂap prakonsepsi, melalui - kampanye 'sistematis dan berlanjut dengan mengisi: |

_.i:ggiﬁél_;z_im_ap;ba_hwg tawuran adalah perbuatan nista-dan pelakunya kriminal. Walaupun
- ng}_ggi.'.::;_l_s’._a;__ﬁ_:pgnye-:.__dibﬁat Jeras -_.:na_mun .i'mtuk : mér_a_gkriminalisasikan pelaku -belum =
mungkin kecuali }‘ax_ig-nyata. tergolong tindak -pidaﬁa, Winarno menemukan kondisi )
tiada k_e_térkaitan budi pekerti dengan.tawuran (pe}aku tawuran anak baik-baik).

. Pengkonsumsi narkoba di kota besar (Jakarta) mencapai 2 juta orang lebih (20

% penduduk), kesulitan memberantas drug trafficking: melibatkan organized crime -
(domestik ‘dan internasional), besarnya narconomic, mudahnya pasokan banjiri pasar,
penegakam hukum yang masih lemah. Prioritas penanggulangan narkoba seyogyanya
penangkalan terhadap keempat hal di atas, kampanye perang melawan kejahatan dan
narkoba :pertu diteruskan, pengebalan terhadap pengaruh narconomic secara tidak
langsung sehingga korupsi di bidang penegakan hukum sulit dideteksi.

Berbagai jenis kejahatan menjadi berita yang banyak digemari masyarakat,
sehingga kalangan media komunikasi utamanya media elekironik berlomba
menayangkan berita kejahatan, yang penyanjiannya sccara apa adanya, makin keji
makin menjadi bagi news dan bernilai mahal. Dengan pola pemberitaan semacam ini,
orang imenjadi takut terhadap kejahatan atau menjadi terbiasa hidup bersama
kejahatan. Sikap acuh atak acuh terhadap kejahatan berimplikasi pada tingginya
kejahatan, kejahatan yang tinggi terdapat pada lingkungan masyarakat yang lunak
pada kejahatan. Apabila masyarakat terbiasa hidup bersama kejahatan maka kejahatan
akan dilawan dengan kejahatan (pembakaran hidup-hidup pencuri sepeda motor).
Karena kejahatan dan konflik kekerasan kolektif serta gangguan keamanan lainnya tak
dapat dilepaskan dari kondisi aktual masyafakat, penangguiangannya perlu rencana
strategis, yang dijadikan indikator utama rencana strategis daerah.

Henry Fielding (1748) memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan, yang

mempersyaratkan : kepolisian yang kuat, kerjasama aktif dengan masyarakat dan
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penmsnahan sebab—sebab kejahatan dan kond151 yang nmmunrrl\m}\an berl\emban gnyaf; R

-kejahatau Dilanjutkan oleh Robert Peei denﬂan Meaopohm}? Po[zce et (1829); 3

' _penceﬂahan merupakan csen51 mgas poilsl degan -prinsip- prms:p pencegahan -

--sebaoal alternanf repremf kesatuan antar - pohsz degan masyaxakat kriteria

: kebmhas;ian pohsx adaiah tidak ter_] admya kej ahatan dan disorder: -

Hasﬂ penehtian terhadap. persepsz masyarakat berlxa:tan dencran harapan untuk:

_ ';.menanggu}angl masaiah knmmahtas d1 DKI Jakarta menyatakan bahwq adanya'.'..:_'_.'-.'-ff"""

}ahnan kerjasama antara masyarakat dengan -aparat - penegak hui\um ‘supaya
dltangkatkan guna dap_at .diken_dahk_annya ‘dan adanya tindakan tegas bag: para
krinﬁn_al. Sebagai upaya pencegahan 'terhadap tindak kriminal oleh masyarakat periu
dilakukan ; upaya déngan merﬁfaérikan. pelatihan dan pembinaan sehingga dapat
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang diharapkan akan dapat membatasi
perilaku masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal,

«Strategi  pencegahan - kejahatan: (1) developmental yang merujuk pada
pencegahan cfan munculnya potensi kejahatan pada masing-masing orang/individu,
lebih pada mencegah niat/motivasi individu berbuat jahat, syarat alokasi dana dari
pemerintah cegah kejahatan oleh masyarakat, Kebijakan pencegah kejahatan dari
pemerintah atas dasar kegiatan cegah kejahatan oleh CIS maupun pemerintah dan
masyarakat (2) strategi pencegahan komunitas, yang merubah kondisi sosial dan
kualitas hidup, bertumpu pada pemberdayan masyarakat yang mengidentifikasi dan
mencari solusi pemecahannya secara bersama (community policing), (3) pencegahan
kejahatan situasional yang berusaha mengurangi resiko (pengawalan, patroli dan
kesamaptaan masyarakat/lingkungan dan (4) strategi hukum pidana memberi dampak
penolakan, melumpuhkan dan rehabilitasi termasuk perbaikan kuatitas peradilan:

5.1, Kesimpulan
1. Transportasi _
a. Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di jalan-jalan dalam kota Jakarta,
akhir-akhir ini semakin bertambah, sehingga sering menimbulkan kemacetan
falu lintas, terutama di jalan-jalan protokol dan jalan-jalan utama lainnya,

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu
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.. semakin banyaknya produksi kendaraan bermotor (oleh industri kendaraan -
bermotor), dan semakm t1dak mencukupl tadak nyaman dan tadak amannya '
angkutan bis kota. :

o b ' Beberapa penyebab kemacetan lalu lmtas di kawasan perkotaan adalah:
. 13 Menmgi\atnya permmtaan per_;aianan

i 2). -.-:Rendahnya diSiplln ’oerlaiu lintas. pengguna jaian

.' +3).+“Dominannya penggunaan angkutan prlbadl (mob11 dan sepeda motor)
.'dxbandmﬁkan dengan angkutan umum. © |
4). Ketidak-konsistenan Pengembangan Tata Guna Lahan

'5). Pemanfaatan jalan dan fasilitas LLAJ diluar kepentingan lalu lintas -+
' c. Hasil penéiitian ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap adanya
- kebijakan Pemerintah Daerah tentang masalah pertumbuhan jumlah kendaraan
‘bermotor kurang dapat - dikendalikan dan ditegakkan oleh aparat terkait
sehingga perlu adanya penertiban kembali, yakni dengan cara (a) Tingkatkan
“kenvamanan pengguna ; (b) 'Adakan peraturan tentang pembatasan kendaraasn

. ‘bermotor ; {c) Trans Jakarta harus dibuatkan jalur khusus sehingga tidak

menambah kemacetan yang sudah terjadi ; (d) dan juga harus diperhatikan

tentang pembebasan lahannya, termasuk monorel.
2. Urbanisasi

a. Perkembangan masalah urbanisasi pada iahun-tahun belakangan ini
menunjukkan kecenderungan vang lebih memprihatinkan. Kota-kota merasa
tidak siap menerima banjir penduduk yang umumnya tidak memiliki
keterampilan yang memadai, sehingga mercka bekerja secara tidak layak dan
memperoleh penghasilan rendak serta tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup
di kota yang relatif lebih mahal dibandingkan di pedesaan. Kota besar
merupakan tumpuan harapan, masyarakal pedesaan beranggapan bahwa
tinggal di kota besar lebih menarik dari pada dikampung halaman.

b. Berdasar persepsi resonden diketahui bahwa masalah urbanisasi yang krusial

adalah mengenai : pensrtiban dan penetapan syarat terhadap penduduk
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“slpendatang; serta  persyaratan tentang penyebab dan upaya penanggulangan
~urbanisasi..:

¢. . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap agar Pemerintah

mengelola masalah urbanisasi ini dengan membuka dan memperluas lapangan
pekerjaan dan aparat Pemerintalh Daerah melakukan pengendalian dalam

'ma_s_alah urbanisasi dengan menegakkan -dan memberikan sanksi yang tegas

. dari ketentuan yang berlaku tentang urbanisasi karena masih banyak kasus

bahhwa masyarakat urban yang mendapatkan dan memiliki KTP dengan cara
"tembak".
3. Lingkungan
~a.Udara Kotor. sungai tercemar dan berbau, sampzh dimana-mana, adalah
- pemandangan umum dibanyak tempat di Indonesia dewasa ini. Memasuki

abad milenium, Indonesia menghadapi persoalan makin memburuknya
‘kualitas lingkungan hidup baik dalam hal pengadaan air bersih, penecemararn
udara,pengelolaan sampah dan banjir. Saat ini sumber-sumber air semakin
dicemari oleh limbah industri yang tidak diolah atau tercemar karena
penggunaanya yang melebihi kapasitasnya untuk dapat diperbaharui.

b.  Air bersih saat ini menjadi barang langka. Kelangkaan ini dipicu oleh tiga hal:
pertumbuhan popuilasi, laju peningkatan aktivitas industri, dan pembangunan
yang mentinggirkan daya dukung ekologis. Juga limbah rumah tangga yang
turut menjadi penyebab pencemaran air.

¢. Masalah utama lingkungan menurut pendapat responden adalah mengenai
ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan air bersih; penyebab banjir,
upaya pencegahan banjir kaitannya dengan sikap untuk tidak membuang
sampah sembarangan dan upaya penghijauan; serta pengelolaan sampah dzn
limbah domestik, dan ketersedian tangki septik.

d. Harapan masyarakat berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungzn
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Jakarta periu menggalakkar
penghijauan dan secara intensif memberikan penerangan kepada masyarskat

tentang daerah resapan dengan menambah fasilitas hutan kota. Selain itu,
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.hutan kota yang -sudah -ada -pemeliharaannya harus . ditingkatkan .dengan
- melibatkan peran aktif dari segenap lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah

- ~-Jakarta. dalam memperbaiki tata kota seyogvanya selalu mempertimbangkan

‘peraturan tentang Lingkungan seperti artinya jika Pemerintah akan melakukan
--pengembangan sarana - fisik- (gedung, jalan, - dan ' sebagainya). selalu

- menyediakan ruang untuk penyerapan air. ...

4. Perumahan -/ o y
ce Kealdi_s_i._p_eruma_han di Jakafta saat ini dapat d_i_katak_an_kondisi sei_aagi_an_ besar
-._”ad_alah pemukiman - padat _c.l.an-:kumuh, kualitas lingkungan  tidak sehat,
-perumahan. ' tidak. memenuhi - persyaratan, - dan. ‘harga . rumah . vang
tidakterjangkau, Infrastruktur.lingkungan tidak terjamin serta. pembangunan

yang tidak sesuai dengan RUTR. . -
~b. Masalah utama. perumahan menurut responden . adalah persepsi tentang

kenyamanan tinggal di area kumuh dan sikap untuk memelihara kesehatan

lingkungan; ketersediaan perumahan untuk masyarakat kurang mampu;

kesediaan untuk direlokasi; perizinan pembangunan rumah dan opini tentang

pemberian sangst pelanggaran terhadap RUTR.

¢. Hasil penelitian ini menunjukkan sikap masvarakat berkaitan dengan masalah
pengaturan perumahan di DKI Jakarta. Menurut mereka Pemerintah perla
menyediakan fasilitas Rumah Sangat Sederhana (RSSS) dengan harga yang
terjangkau oleh masyarakat golongan bawah, selain itu Pemerintah Daerah
perlu merancang tata kota yang diselaraskan dengan permasalaban perumahan
sehingga tidak terlalu padat. Masyarakat juga berharap agar Peraturan Daerah
yang mengatur tentang perumahan bagi masyarakat untuk ditegakkan.

5. Kriminalitas

a. Kriminalitas merupakan isu yang sangat meresahkan masyarakat di perkotaan.
Kejahatan yang terjadi menimpa waréa masyarakat dalam situasi-situasi yang
sangat beragam, baik individu maupun kelompok, di tempat umum maupun

pribadi, siang atau malam. Bahkan, tempat tempat yang secara fradisional
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HEE -diasdsiasikan dengan perlindungan dan keamanan seperti rumah, lingkungai-
e pemmahan maupun tempat kerja, tldak Iuput dari ancaman dan kekerasan.

L Masaiah utama kriminalitas menumt reSponden adalah mengenai persepsi

3""tentanﬂ rasa aman, upava penanggulangan premanisme, persepsi tentang
. -.'zpams:pasx masyarakat ‘dalam- peuancguiangan premanisme; serta harapan
_'ten’tancy berkurangnya premanisme. . S
R : c Hasd penehtlan terhadap persep51 masyarakat berkaitan dengan harapan untuk
menanggulanol ‘masalah knmmahtas di DKI Jakarta menyatakan bahwa
g adanya jalinan kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum
' _sup'aya ditingkatkan gima dapat dikendalikannya dan adanya tindakan tegas
-:“bééi --ﬁara'kriminal. Sebagal upaya pencegahan terhadap tindak kriminal oleh
-masyarakat perlu dilakukan upaya dengan memberikan pelatihan dan
-‘pembinaan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
yang diharapkan akan dapat membatasi perilaku masyarakat untuk melakukan
*tindakan kriminal.
5.2. ‘Saran
1. Masalah Transportasi
‘Untuk menanggulangi masalah kemacetan dapat dilakukan dengan cara;
a. Pembatasan jumlah kendaraan pribadi,
“b. -Perluasan aturan three in one,

c. Alternatif jenis angkutan umum (monorail dan busway),

o

- Mendorong masyarakat untu’ menghindari bepergian saat jam sibuk dan
memilih bepergian dengan kendaraan umum dari pada dengan kendaraan
pibadi,

e. Pengadaan rute jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, atan

pengaturan jalan satu arah,

. Pengelolaan lalu lintas vang lebih baik (antara lain perbaikan sistem

pengaturan traffic light secara otomatik), Pengendalian kecepatan kendaraan

bermotor di jalan dalam kota {penetapan batas kecepatan),

2. Masalah Urbanisasi
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vooa. Pemerintah mengembangkan . kebijaksanaan pengarahan : persebaran dan
| mobilitas penduduk, termasuk didalamnya urbanisasi, -
. b. Menyempurnakan sistem pencatatan mobilitas dan migrasi penduduk agar
.. ‘kondisi data yang ada lebih sesuai kondisi di lapangan.
_c.--_;-Mengelompokan kebijaksanaan pengarahan -urbanisasi ' dengan cara, 1)
i .".mengémbangkan-- ‘daerah-daerah pedesaan .agar ‘memiliki ciri-ciri sebagai
.-déeréli perkotaan, :2) ﬁae_ngembangkan'-'ﬁﬁsat@msat pertumbuhan ekonomi
baru, atau dikenal dengan istilah "daerah penyangga pusat periumbuhan".
sehingga masyarakat pedesaan tidak perlu ke kota untuk mencari nafkah.
3. Masalah Lingkungan - -
a. - Alr; '
Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih, ada beberapa hal yang
harus menjadi pertimbangan Pemerintah dalam penyediaan dan pengelolaan
dam/waduk.

1). Pemerintah harus menetapkan kebutuhan yaitu kebutuhan air, energi.

pengendalian daya rtusak, dan pemelibaraan lingkungan (termasuk
pengendalian limbah buangan) serta rencana pengembangan wilayah.

2). Penetapan lembaga pengelola.

3). Pemerintah  perlu  mempertimbangkan sistem pengoperasian dan
pemeliharaan, mencakup izin operasi, prosedur operasi, pengoperasian
dan pemeliharaan, dan evaluasi.

4). Menyiapkan regulasi yang lebih tepat, yakni dengan memerhatikan
alokasi penggunaan air bagi aktivitas ramah tangga, petani, dan industri,
sembari memikirkan sumber alternatif bagi pemenulian hajat hidup
(sandang, pangan, papan) publik.

b. Sampah.

1) Penanganan masalah sampah adalah dengan sistem Sanitery Land Fill

SLF).

2} Memisahkan antara sampah organik dan non organik.
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3)

9

S .-Ban_;u

.T-f_z_knolo_gis lainnya adalah. dengan incenaratory (pembakaran), meskipun .

cara ini dinilai dapat menciptakan polusi udara jika tidak ditangani dengan

-.-benar dan.Model Reusable Sanitary Landfill (RSL).

Melakukan .:.cara - inovasi: teknologi ~dalam komposting misalnya,

. .pemanfaatan limbah dan gas hasil pembakaran untuk berbavai keperluan,
. dalam upaya ‘menerapkan 3 R (reduce, reuse dan iecych;w) J ad1 konsep 3

f:'.:@R ini- pel lu disosaahsaszkan kepada masyarakat.

: Mengenm permasalahan banjir, Pemerintah perlu mempertimbangkan :

.

2}.

4).

5).
6).
7).
8).
9).

Adanya suatu sistem pemantavan musibah banjir sehingga dapat
memberikan early warning system kepada masyarakat vang berada di
bantaran sungai

Adanya manajemen lingkungan dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
penanganan bencana banjir juga harus menjadi pertimbangan Pemerm‘iah

Daerah.

. Penjagaan ruang hulu sebagai daerah resapan air dan apabila dilanggar

dapat dikenakan sanksi.

Adanya mekanisme pemberian insentif atau disinsentif prakiek
pembangunan di kawasan rawan bencana.

Membangun Banjir Kana! Timur (BKT)

Membangun folder untuk menampung air dan memompa ke sungai,
Reklamasi pantai

Penataan gorong-gorong

Mendorong masyarakat untuk bersikap dan berperilaku hidup sehat

dengan tidak membuang sampah sembarangan.

4. Masalah Perumahan

a. Adanya penyuluhan pembangunan perumahan kota dan desa yang melipu

usaha-usaha untuk meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat shagn

manfaat ramah yang sehat dalam lingkungan sshat, penyebaran keterampiian

pembangunan perumahan yang seliat,

Jurnal Kajian limiah Lembaga Penslitian Uhhara Jaya Vol. 9 No. 2 tahun 2008 €34




b Pengadaan ‘dan pembmaan hadcr serta aparat penyuluhan pembangunan.
'melaiu; kegiatan & ' '
"..:1) Penyebalan pubhi\am tentang samta51 l:ngkungan dan pembanﬂunan s

i -'mmah secara Uotono royontr

: fmenambah penaeman masyarakat akan pentmfrnya rumah sehat dalam :
"_'_lmgkungan sehat, _ A2
_._3). Penyeleng garai\an Kursus Kader Penyuiuhan Pembangunan Perumahan
Tingkat Regional -

o 4). Memberikan .bimbingan-teknik dan stimulasi yang terarah kepada
S I\efraatan—kealatan masyarakat dalam pembangunan perumahan khususnya

" daerah-daerah pedesaan

5. Membina Pusat Informasi Teknik Pembangunan (Building Information
Centre).
5. Krlmmahtas

_.'__'a. Men_;alm I\erjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum supaya

ditingkatkan guna dapat dikendalikannya dan adanya tindakan tegas bagi para
kriminal.

b. Sebagai upaya pencegahan terhadap tindak kriminal oleh masyarakat perlu
dilakukan upaya dengan memberikan pelatihan dan pembinaan sehingga dapat
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang diharapkan akan dapat
membatasi perilaku masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal,

¢. Mendirikan Asosiasi Pencegahan Kejahatan oleh masyarakat dengan
organisasi non profit yang dikelola oleh masyarakat untuk lingkup Kodya
vang difasilitasi oleh Polri/Polres didukung oleh Pemda

d. Strategi pencegahan kejahatan: (1) developmental yang merujuk pada
pencegahan dan munculnya potensi kejahatan pada masing-masing
orang/individu, lebih pada mencegah niat/motivasi individu berbuat jahat, (2)
strategi pencegahan komunitas, yang merubah kondisi sosial dan kualitas

hidup, bertumpu pada pemberdayan masyarakat yang mengidentifikasi dan
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- mencari solusi pemecahannya secara bersama (community policing), (3)
pencegahan kejahatan situasional vang berusaha mengurangi resiko

.. {pengawalan, patroii dan kesamaptaan masyarakat/lingkungan dan (4) strategi
‘hukum pidana memberi dampak penolakan, melumpuhkan dan rehabilitasi

- ... . termasuk perbaikan kualitas peradifan, |
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1995 Tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Radan Air serta Baku
Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

——————————— » Undang-Undang Nomor @ 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaian;

——————————— » Undang-Undang Republik Indonesia Nomer : 16 tabun 1985 Tentang Rumah Susun.
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